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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat
perkenan Rahmat-Nya Dokumen Review Rencana Strategis Dinas
Sosial tahun 2021 — 2026 dapat diselesaikan. Rencana Strategis ini
disusun dalam rangka memberikan gambaran dokumen perencanaan
Perangkat Daerah Dinas Sosial untuk periode lima (5) tahun, yang
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Sosial. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan
kewenangan Dinas Sosial sekaligus rujukan dalam melakukan
evaluasi pelaksanaan kinerja.

Dokumen Rencana Strategis oleh karenanya memiliki arti yang
sangat strategis dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja.
Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai
setiap tahun dan kurun waktu Lima tahun Kedepan, serta besarnya
anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurang sempurnaan dalam
penyusunan dokumen ini. Oleh karena itu saran perbaikan dari
semua pihak yang berkompeten sangat kami hargai.

Akhirnya semoga dokumen RENSTRA DINAS SOSIAL Tahun
2021-2026 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tenggarong, 11 Oktober 2021
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten
Kutai Kartanegara cukup menunjukkan banyak peningkatan
terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan.
Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial, warga
masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi
kelompok sasaran pelayanan sosial, serta upaya pemberdayaan
Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS). Untuk dapat memberikan
pelayanan kepada PMKS dan pemberdayaan PSKS secara
komprehensif dengan mengedepankan aspek efektifitas dan efisiensi,

maka diperlukan sebuah dokumen perencanaan strategis.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Tahun 2021-2026
disusun sebagai sebuah dokumen perencanaan sesuai dengan
RPJMD Kabupaten Kutai kartanegara. Dokumen ini menyampaikan
informasi tentang hal strategis apa saja yang akan dilaksanakan oleh
Dinas Sosial selama kurun waktu tersebut. Dokumen ini disusun
dengan mempertimbangkan kecenderungan permasalahan yang
timbul selama kurun waktu 5 tahun, kinerja pelayanan yang telah
dicapai, dan mempertimbangkan kebijakan Kementerian Sosial
Republik Indonesia serta kebijakan Dinas Sosial Propinsi Kalimantan
Timur selama S tahun mendatang dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial.
Pada dasarnya Rencana Strategis Perangkat Daerah

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, yang
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merupakan dokumen perencanaan tehnis dari Bupati dan Wa

Bupati terpilih dalam merealisasikan janji politik yang pernah
dikampanyekan. RPJMD inilah yang kemudian diterjemahkan
kedalam perencanaan strategis perangkat daerah selama kurun
waktu S5 tahun kedepan untuk mendukung pencapaian target yang
telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang
cenderung mengalami penurunan dari konsisi awal penyusunan
RPJMD yang mengharuskan adanya perubahan target dan sasaran

yang inigin dicapai.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah merupakan perencanaan
selama S5 tahun kedepan yang diterjemahkan kedalam strategi,
kebijakan dan program strategis yang akan dilaksanakan serta
menyajikan pendanaan indikatif yang diperlukan untuk mencapai
tujuan dan sasaran selama 5 tahun. Selanjutnya perencanaan
tersebut akan menjadi panduan dalam merencanakan kinerja
tahunan yang akan disajikan dalam Rencana Kerja pada tahun
berjalan. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang sangat erat
antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat

Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari
upaya mencapai tujuan bangsa dan amanat yang dituangkan dalam
UUD 1945 yang kemudian diturunkan dalam beberapa aturan
perundangan dibawahnya. Landasan hukum dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas

Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :
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1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 te

Pengumpulan Uang atau Barang ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita ;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Organisasi Kemasyarakatan ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun1997 tentang
Penyandang Cacat ;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak;

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika ;

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997
tentang Narkotika ;

8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998
tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ;

9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang HAM ;

10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan
Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan
Terburuk Untuk Anak ;

11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak ;

12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara;

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ;

14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009
tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011
tentang Penanganan Fakir Miskin ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011
tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons With
Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980
tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998
tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang
Cacat;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004
tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Lanjut Usia ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007

tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ;
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2012
tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013
tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui
Pendekatan Wilayah ;

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2018. Standar Pelayanan
Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Sosial 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah.

Peraturan Menteri Sosial 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementrian Sosial Tahun 2020-2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun
2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Asuhan Anak Kabupaten
Kutai Kartanegara

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kutai
Kartanegara ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun

2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah
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Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 ten

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

41. Peraturan Bupati Kutai Kertanegara No. 52 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata

Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial

Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020-2021 adalah :

1. Mengintegrasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
dalam Rencana Strategis sebagai acuan dalam merencanakan,
melaksanakan dan mengendalikan kebijakan dan program
pembangunan di bidang kesejahteraan sosial yang mengalami
perubahan sejak diberlakukanya Peraturan Pemerintah (PP) no. 2
Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang kemudian
dijabarkan melalui Permensos nomor 9 tahun 2018 tentang
Standar teeknis pelayanan dasar pada SPM bidang Sosial.

2. Menyesuaikan rencana target capaian Renstra SKPD dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga merupakan Penjabaran
Visi Misi Kepala daerah terpilih periode 2021-2024 dan
penyesuaian dengan kemampuan Aggaran Pemerintah daerah.

3. Menyediakan dokumen perencanaan yang lebih operasional baik
dalam pelaksanaan maupun evaluasi pencapaian target yang
ditentukan.

4. Terwujudnya koordinasi dan keterpaduan sinergis dalam

pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial.
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1.4 Sistematika Penulisan
Naskah Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan
dokumen Renstra serta sitimatika Penulisan Dokumen
RENSTRA Perangkat Daerah.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini diuraikan mengenai tugas pokok fungsi dan
struktur organisasi PD, gambaran tentang sumber daya
yang dimiliki, profil kinerja pelayanan berdasarkan SPM,
dan faktor-faktor eksternal yang turut mempengaruhi
kinerja pelayanan.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

Pada Bab III ini akan menguraikan tentang permasalahan
yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya akan
melakukan telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kerja
Kepala Daerah terpilih sebagai bahan untuk mengetahui
pada sisi mana tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dapat
dilaksanakan untuk mendukungnya. Bagian ini juga akan
menelaah Renstra Kementerian Sosial dan Dinas Sosial
Propinsi Kalimantan Timur sehingga dapat diketahui
hubungan dan dukungan Resntra Dinas Sosial Kabupaten
Kutai Kartanegara terhadap pencapaian indikator kinerja
Renstra Kementerian dan Propinsi. Atas dasar beberapa

telaah tersebut nantinya akan dapat diketahui isu-isu
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strategis yang dihadapi Dinas Sosial Kabupéteﬁ"":

Kartanegara dalam memberikan pelayanan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BABV

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

Bab IV ini akan memuat tujuan dan sasaran jangka
menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial sampai
dengan tahun 2026. Atas dasar pernyataan ini kemudian
disusunlah strategi dan kebijakan yang akan ditempuh
untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V merupakan bab yang berisi bagian teknis karena
menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan
perangkat daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang
selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.
Selain itu strategi juga memperhatikan masalah yang telah
dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada Bab VI disajikan indikator kinerja utama Dinas Sosial
yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten
Kutai Kartanegara. Ini untuk memudahkan bila nantinya
akan dilakukan pengukuran terhadap kontribusi Dinas
Sosial dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas
Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yang secara
langsung diharapkan akan menunjukkan kinerja yang
akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegar
dalam lima tahun mendatang

PENUTUP
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BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara yang
dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor
52 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, disebutkan bahwa Dinas
Sosial mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan di Bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Sosial mempunyai
fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan di Bidang Sosial;
Pelaksanaan kebijakan di Bidang Sosial;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Sosial;

Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Sosial;

a H e b

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
Dalam menjalankan fungsi tersebut disusunlah suatu
organisasi dalam sebuah Struktur Organisasi Dinas sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
2. Sub Bagian Kepegawaian: dan
3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

c. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi :
1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan
Orang
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d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :
1. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;dan
3. Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi
Sosial.

f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi :
1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
2. Seksi Pendampingan sosial;dan
3. Seksi Bantuan Stimulan fakir miskin;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
1. UPTD Panti Sosial Asuhan Anak
2. UPTD Loka Bina Karya

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Rencana Straftegis Dinas




Gambar 2.1 :
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

KELOMPOK JABFUNG SEKRETARIAT
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN PENYUSUNAN PROGRAM
KETATALAKSANAAN DAN KEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN REHABILITASI SOSIAL PEMBERDAYAAN SOSIAL PENANGANAN FAKIR MISKIN
SOSIAL
SEKSI SEKSI SEKSI SEKS|
et PERLINDUNGAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN PEMBERDAYAAN PERORANGAN IDENTIFIKASI DAN
KORBAN BENCANA LANJUTUSIA DAN KELUARGA PENGUATAN KAPASITAS
SUBBIDANG SEKSI SEKSI SEKSI
™1 JAMINAN SOSIAL KELUARGA REHABILITASI SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENDAMPINGAN SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS DAN KELEMBAGAAN SOSIAL
SEKSI
SEKSI PENBERDAYAAN POTENSI SEKSI
REHABILITAS! SOSIAL TUNA KESETIAKAWANAN DAN RESTORAS| BANTUAN STIMULAN FAKIR
SOSIAL DAN KORBAN S0SIAL MISKIN
PERDAGANGAN ORANG
UPTD
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Adapun tata kerja struktur organisasi Dinas Sosial adalah

sebagai berikut :
1. Tata kerja Kepala Dinas meliputi :

a. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina,

mengendalikan dan mengawasi kegiatan Dinas;

. Merumuskan kebijakan teknis Dinas;

. Merumuskan rencana program kerja Dinas

. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Dinas

. Merumuskan kebijakan administrasi Dinas

Merumuskan  pelaksanaan  perencanaan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi Dinas

g. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan
LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

h. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan
LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah;

i. mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar
Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Kepala Dinas;

j- Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh atasan.

0o 0 0 T

2. Tata kerja Sekretaris meliputi :

a. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan;

b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan
kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

c. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi
kegiatan dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan,
anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana,
pembinaan dan pengembangan kepegawaian;

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi
umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan,
kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa,
pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan
transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

e. mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi
SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan
informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD,
Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan
perundang - undangan, penataan dan penguatan organisasi,
Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat,WBS (Whistle
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blowing system) pedoman umum sistem penanganan
pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey
internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi dan;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG Kepegawaian, Kode
Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis
Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;

g. mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem
Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal
pemerintah), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;

h. mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan
pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar
(SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran,
verifikasi pengelolaan keuangan

i. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian
meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku
kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar
Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP),
Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul
kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG,
KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan,
Pemberian Sangsi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

j- mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan
pengadaan dan penghapusan  barang/jasa dilingkungan
Dinas;

k. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring
dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Sekretariatan dilingkungan Dinas

1. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Atasan.

3. Tata kerja Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
meliputi:

a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan;

b. Menyusun rencana kegiatan urusan Umum dan
ketatalaksanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

c. mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan
barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

d. merencanakaan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa
meliputi menyusun rencana kebutuhan barang/jasa,
menerima, menyalurkan, menyimpan, mengiventarisasi
Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta
membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai
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dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan
BMD

e. Merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP,
Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan
informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD,
Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan
perundang - undangan, penataan dan penguatan organisasi,
Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat,WBS (Whistle
blowing system) pedoman umum sistem penanganan
pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey
internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi;

f. merencanakan pelaksanaan administrasi umum meliputi
ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan,
administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa,
pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan
transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

g. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum dan
Ketatalaksanaan;

h. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan
monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan
urusan umum dan Ketatalaksanaan;

i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Atasan.

4. Tata kerja Kepala Sub Bagian Kepegawaian meliputi :

a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan;

b. Menyusun rencana kegiatan urusan Kepegawaian sebagai
pedoman pelaksanaan tugas.

c. merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian
meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku
kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar
Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP),
rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut
Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan
Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG,
KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti,
pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN dan/atau
LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

d. merencanakan pelaksanaan SIMPAG Kepegawaian, Kode Etik
Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis
Beban Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja;
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. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja,

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) urusan Kepala Dinas;

Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan Daerah urusan Kepegawaian;

. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan

monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan
urusan Kepegawaian;

.melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh Atasan;

Tata kerja Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan

Keuangan meliputi :

a.

b.

Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja
bawahan

Menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program
dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

. Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan

kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA,
Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD Badan melaporkan ke
kepala Badan melalui sekretaris Badan;

. Merencanakan pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas

Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal pemerintah),
LKPJ dan LKPD;

. menganalisis dan meneliti kelengkapan surat permintaan

pembayaran (SPP),dan menyiapka surat perintah membayar
(SPM)

menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran,
verifikasi pengelolaan keuangan

. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja,

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) urusan Penyusunan Program dan Keuangan;

. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan Daerah urusan Penyusunan Program
dan Keuangan;

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan
dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan;

. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas

kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata kerja Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial meliputi :

a.

Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan
menilai hasil kerja bawahan
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. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan

Rehabilitasi Sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan
lanjut usia, Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan
tuna sosial dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban
Perdagangan Orang sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

. mengkoordinasikan penyusunan bahan norma, standar,

prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial anak dan
lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan
korban perdagangan orang.

. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis

dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut
usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban
perdagangan orang.

. mengkoordinasikan pelaksanaan koordinasi bidang

rehabilitasi sosial dengan instansi terkait;
mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian
Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) urusan Rehabilitasi Sosial;

. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan Daerah urusan Rehabilitasi Sosial;

. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring

dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Rehabilitasi Sosial;

melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Atasan.

Tata kerja Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

meliputi :

a.

b.

Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan
menilai hasil kerja bawahan

Menyusun rencana kegiatan urusan Rehabilitasi Sosial Anak
dan Lansia sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

. merencanakan dan Menyiapkan bahan koordinasi Bidang

Rehabilitasi Sosial dengan Unit/Instansi terkait.

. merencanakan dan Menyiapkan bahan penyusunan bahan

norma, standar, prosedur, dan Kkriteria Subbidang
Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia.

. merencanakan dan Menyiapkan bahan pemberian bimbingan

teknis, supervisi dan pemantauan di bidang rehabilitasi sosial
anak dan lanjut usia.

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja,
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;

. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan Daerah urusan Rehabilitasi Sosial
Anak dan Lansia;
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h.

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan
dengan urusan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia
Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas
kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;

Tata kerja Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas meliputi :

a.

b.

Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan
menilai hasil kerja bawahan

Menyusun rencana kegiatan urusan Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

. merencanakan dan Menyiapkan bahan pemberian bimbingan

teknis, supervisi dan pemantauan di bidang Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas.

. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja,

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) wurusan Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas;

. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan Daerah urusan Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas;

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan
dengan urusan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas

kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata kerja Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban

Perdagang Orang meliputi :

a.

b.

Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan
menilai hasil kerja bawahan

Menyusun rencana kegiatan urusan Rehabilitasi Sosial Tuna
Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagai pedoman
pelaksanaan tugas.

. merencanakan dan Menyiapkan bahan koordinasi Bidang

Rehabilitasi Sosial dengan Unit/Instansi terkait.

. merencanakan dan Menyiapkan bahan penyusunan bahan

norma, standar, prosedur, dan kriteria Subbidang
Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan
Orang.

. merencanakan dan Menyiapkan bahan pemberian bimbingan

teknis, supervisi dan pemantauan di bidang rehabilitasi sosial
tuna sosial dan korban perdagangan orang.
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f. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja,
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) urusan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang;

g. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan Daerah urusan Rehabilitasi Sosial
Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;

h. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan
dengan urusan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban
Perdagangan Orang

i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas
kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

10. Tata kerja Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
meliputi:

a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan
menilai hasil kerja bawahan

b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan
Perlindungan Dan Jaminan Sosial yang meliputi Perlindungan
Sosial Korban Bencana dan Jaminan Sosial Keluarga sebagai
pedoman pelaksanaan tugas.

c. mengkoordinasikan penyusunan bahan pelaksanaan dan
perumusan kebijakan di bidang perlindungan korban bencana
alam dan bencana sosial, jaminan sosial keluarga.

d. mengkoordinasikan penyusunan bahan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan korban bencana
alam dan bencana sosial, jaminan sosial keluarga.

e. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

f. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian
Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) urusan Perlindungan dan Jaminan
Sosial;

g. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan Daerah urusan Perlindungan Dan
Jaminan Sosial;

h. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring
dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Perlindungan dan Jaminan Sosial,

i. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Atasan.

11. Tata kerja Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

meliputi :
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. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan

menilai hasil kerja bawahan

. Menyusun rencana kegiatan urusan Perlindungan Sosial

Korban Bencana Alam dan sosial sebagai pedoman
pelaksanaan tugas.

. Merencanakan penyiapan bahan koordinasi bidang

perlindungan sosial korban bencana alam dengan
Unit/Instansi terkait.

. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan bahan norma,

standar, prosedur, dan kriteria Subbidang Perlindungan
Sosial Korban Bencana Alam.

. Merencanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan

teknis, supervisi dan pemantauan di bidang Perlindungan
Sosial Korban Bencana Alam.

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja,
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) urusan Perlindungan Sosial Korban Bencana
Alam;

. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan Daerah urusan Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam;

.Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan
dengan urusan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas
kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

12. Tata kerja Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga meliputi :

a.

b.

Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan
menilai hasil kerja bawahan

Menyusun rencana kegiatan urusan Jaminan Sosial Keluarga
sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

. Menyusun rencana kegiatan Seksi Jaminan Sosial Keluarga

sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

. Merencanakan penyiapan bahan koordinasi bidang jaminan

sosial keluarga dengan Unit/Instansi terkait.

. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan bahan norma,

standar, prosedur, dan kriteria Subbidang Jaminan Sosial
Keluarga.

Merencanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan
teknis, supervisi dan pemantauan di bidang Jaminan Sosial
Keluarga.

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja,
dan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) urusan Jaminan Sosial Keluarga;
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13.

14.

h. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan Daerah wurusan Jaminan Sosial
Keluarga;

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan
dengan urusan Jaminan Sosial Keluarga;

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas
kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata kerja Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial meliputi :

a.

b.

Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan
menilai hasil kerja bawahan

mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan
Pemberdayaan sosial meliputi Pemberdayaan Perorangan dan
Keluarga, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
Sosial; dan Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan
Restorasi Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian

Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pemberdayaan Sosial;

. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayaan Sosial;

. mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring

dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Pemberdayaan Sosial,
melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang
diberikan oleh Atasan.

Tata kerja Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga

meliputi :

a.

b.

Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan
menilai hasil kerja bawahan

Merencanakan penyusunan rencana kegiatan urusan
Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga sebagai pedoman
pelaksanaan tugas.

. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan perumusan

kebijakan di bidang pemberdayaan perorangan dan keluarga.

. Merencanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang pemberdayaan perorangan dan keluarga.

. Merencanakan penyiapan bahan  koordinasi bidang

pemberdayaan perorangan dan keluarga dengan
Unit/Instansi terkait.
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15.

Merencanakan penyiapan bahan penyusunan bahan norma,
standar, prosedur, dan kriteria Subbidang Pemberdayaan
Perorangan dan Keluarga.

. Merencanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan

teknis, supervisi dan pemantauan di bidang pemberdayaan
perorangan dan keluarga.

.merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja,

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) wurusan Pemberdayaan Perorangan dan
Keluarga;

Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayaan
perorangan dan Keluarga;

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan
dengan urusan Pemberdayaan perorangan dan Keluarga;

. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas

kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Tata kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan

Sosial meliputi :

a.

b.

Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan
menilai hasil kerja bawahan

Menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Kelembagaan Sosial sebagai pedoman
pelaksanaan tugas.

. Merencanakan penyiapan bahan  koordinasi bidang

pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial dengan
Unit/Instansi terkait.

. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan bahan norma,

standar, prosedur, dan kriteria Subbidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Kelembagaan Sosial.

. Merencanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan

teknis, supervisi dan pemantauan di bidang pemberdayaan
masyarakat dan kelembagaan sosial.

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja,
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) wurusan Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Sosial;

. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Kelembagaan Sosial,

.Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan
dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
Sosial;
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i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas
kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

16. Tata kerja Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan
Restorasi Sosial meliputi :

a. Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan
menilai hasil kerja bawahan

b. Menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Potensi
Kesetiakawanan dan restorasi Sosial sebagai pedoman
pelaksanaan tugas.

c. Merencanakan penyiapan bahan  koordinasi bidang
pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial
dengan Unit/Instansi terkait.

d. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan bahan norma,
standar, prosedur, dan kriteria Seksi Pemberdayaan Potensi
Kesetiakawanan dan restorasi Sosial.

e. Merencanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan
teknis, supervisi dan pemantauan di bidang pemberdayaan
potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial

f. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja,
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) urusan Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan
dan restorasi Sosial;

g. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayaan Potensi
Kesetiakawanan dan restorasi Sosial;

h. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan
dengan urusan Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan
restorasi Sosial;

i. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas
kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

17. Tata kerja Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin meliputi :

a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan
menilai hasil kerja bawahan

b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan
penanganan fakir miskin meliputi Identifikasi dan penguatan
kapasitas, pendampingan sosial dan bantuan stimulant fakir
miskin sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

c. mengkoordinasikan penyusunan bahan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin.

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi di bidang penanganan fakir miskin.
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. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian

Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) urusan Penanganan Fakir Miskin;
mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan Daerah urusan Penanganan Fakir
Miskin;

mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring
dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan
Penanganan Fakir Miskin,;

.melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh Atasan.

18. Tata kerja Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

meliputi :

a.

b.

Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan
menilai hasil kerja bawahan

Menyusun rencana kegiatan wurusan Identifikasi dan
Penguatan Kapasitas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

. Merencanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang identifikasi dan penguatan kapasitas, identifikasi dan
penguatan kapasitas dengan Unit/Instansi terkait;

. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan bahan norma,

standar, prosedur, dan kriteria Identifikasi dan Penguatan
Kapasitas.

. Merencanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan

teknis, supervisi dan pemantauan di bidang identifikasi dan
penguatan kapasitas.

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja,
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) urusan Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan Daerah urusan Identifikasi dan
Penguatan Kapasitas;

.Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan
dengan urusan Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas
kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

19. Tata kerja Kepala Seksi Pendampingan Sosial meliputi :

a.

Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan
menilai hasil kerja bawahan
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. Menyusun rencana kegiatan urusan Pendampingan Sosial

sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

. merencanakan dan Menyiapkan bahan koordinasi bidang

Pendampingan Sosial dengan Unit/Instansi terkait.

. merencanakan dan Menyiapkan bahan penyusunan bahan

norma, standar, prosedur, dan kriteria Pendampingan Sosial.

. merencanakan dan Menyiapkan bahan pemberian bimbingan

teknis, supervisi dan pemantauan di bidang pendampingan
sosial.

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja,
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) urusan Pendampingan Sosial;

. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan Daerah urusan Pendampingan Sosial;

.Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan
dengan urusan Pendampingan Sosial;

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas
kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

20. Tata kerja Kepala Seksi Bantuan Stimulan Fakir Miskin meliputi:

a.

b.

C.

Menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan
menilai hasil kerja bawahan

Menyusun rencana kegiatan urusan Bantuan Stimulan Fakir
Miskin sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Merencanakan penyiapan bahan koordinasi bidang bantuan
stimulan Fakir Miskin dengan Unit/Instansi terkait.

. Merencanakan penyiapan bahan penyusunan bahan norma,

standar, prosedur, dan kriteria Bantuan Stimulan Fakir
Miskin.

. Merencanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan

teknis, supervisi dan pemantauan di bidang bantuan stimulan
Fakir Miskin.

merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja,
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) urusan Bantuan Stimulan Fakir Miskin;

. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan Daerah urusan Bantuan Stimulan
Fakir Miskin;

.Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan
dengan urusan Bantuan Stimulan Fakir Miskin;
Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas
kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Dalam Perkembanganya, struktur organisasi dan Tata Kerja
Perangkat daerah mengalami perubahan seiring
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diberlakukanya Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta
aturan turunanya. Perubahan ini dimaskudkan sebagai
bentuk penyesuaian dan penyeragaman Nomenklatur
Organisasi Perangkat daerah, Program Kerja, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia.

Untuk Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri
struktur kelembagaan yang diusulkan dalam penyesuaian
tersebut adalah sebagai berikut:

Usulan Perubahan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kutai

Kartanegara
KEPALA
DINAS SOSIAL
]
SEKRETARIS
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL [
I I !
Kasubeg Penyusunan Kasubag Umum danKepegawaian Kasubag Keuangan
Program

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Rehabilitasi Sosial Dan
Penanganan Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan

BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL

Seksi Pemberdayaan Sosial
Komunitas Adat Terpencil (KAT) |—

Seksi Pengumpulan Sumbangan |
dalam Daerah Kabupaten/Kota

Seksi Pengembangan Potensi

Seksi Rehabilitasi Sosial Dasar

Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)[ |

Lainnya

Sumber Kesejahteraan Sosial |—
Daerah Kabupaten/Kota

Seksi Penanganan Warga Negara
Migran Korban Tindak Kekerasan
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Bidang Penanganan Bencana Dan
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Seksi Pemeliharaan Anak-Anak
H Terlantar

| Seksi Pengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah Kabupaten! Kota

Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Bab I

Kabupaten/Kota

Seksi Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam dan Sosial

Kabupaten/Kota

Seksi Penyelenggaraan
I  Pemberdayaan Masyarakat
terhadap Kesiapsiagaan Bencana

Pahlawan

— Pemeliharaan Taman Makam
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

Rencana Straftegis Dinas

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya, Dinas Sosial pada tahun 2021 didukung dengan
sumber daya manusia sejumlah 73 orang PNS. Dari jumlah
tersebut 53 orang PNS secara langsung melaksanakan fungsi
pelayanan kepada masyarakat, sedangkan 20 orang PNS lainnya
melaksanakan fungsi penunjang dibidang kesekretariatan.
Pegawai Dinas Sosial jika dipilah berdasarkan jenis kelamin dan
tingkat pendidikannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 :
Keadaan Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Tingkat Pendidikan

16.1
S2
ST “ ﬂ
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| w %
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Grafik diatas menunjukkan bahwa sebagian terbesar
pegawai Dinas Sosial yang memberikan pelayanan secara
langsung kepada masyarakat berpendidikan Pascasarjana
(16.1%), Sarjana (36,8%), Diploma III (1%), SLTA (37.5%), SLTP

(2,4%). Jenjang pendidikan pegawai ini merupakan potensi dan




kekuatan tersendiri mengingat pendidikan yang baik cenderung

berpengaruh terhadap kemampuan daya analisis dan kedewasaan
intelektual seseorang. Sehingga dengan demikian pelayanan yang
diberikan akan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Meskipun
demikian perlu juga mendapatkan perhatian yang cukup tentang
kesesuaian antara latar belakang akademis dengan bidang tugas
yang ditekuninya.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau yang dulu
dikenal dengan istilah pembangunan kesejahteraan sosial,
merupakan bidang tugas dari profesi Pekerjaan Sosial. Profesi ini
meskipun sudah berkembang cukup pesat di negara-negara
Amerika, Eropa dan Skandinavia, namun di Indonesia belum
banyak dikenal karena perkembangan profesi ini yang lambat.
Idealnya pelaksanaan urusan wajib dibidang sosial merupakan
ranah tugas profesi Pekerjaan Sosial, dengan demikian semestinya
Dinas Sosial didukung oleh pegawai yang berlatar belakang
pendidikan profesi Pekerjaan Sosial. Namun kenyataannya
distribusi pegawai yang ada di Dinas Sosial hanya sedikit yang
berlatar belakang pendidikan profesi Pekerjaan Sosial. Kondisi ini
menjadi tantangan tersendiri bagi top manajemen Dinas Sosial
dalam mengelola sumber daya manusia yang tersedia dalam

mencapai tujuan organisasi.

Dilihat dari pengelompokan berdasarkan golongan, dapat
diketahui bahwa kelompok terbesar ada pada pegawai dengan
Golongan III. Kondisi ini merupakan potensi yang perlu dikelola
dengan baik, sehingga regenerasi manajemen dapat berjalan
dengan baik. Sedangkan pegawai dengan timgkat golongan I dan
II tersedia dengan jumlah yang cukup memadai sebagai fungsi
penunjang. Kondisi pegawai Dinas Sosial berdasarkan golongan

dapat diketahui secara lebih rinci pada gambar dibawah ini
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Gambar 2.2 :
Keadaan Pegawai Dinas Sosial Berdasarkan Golongan
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Grafik tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 46 orang
pegawai (50,4%) merupakan pegawai golongan III. Mereka tersebar
pada posisi struktural Eselon IV dan staf. Dalam melaksanakan
tugasnya mereka ditopang oleh 30 orang (31,8%) golongan Il dan I
yang merupakan tenaga pelaksana. Dari gambaran mengenai
komposisi pegawai berdasarkan golongan ini dapat dilihat bahwa
terjadi keseimbangan komposisi bahkan dapat mempermudah
dalam pengkaderan untuk jabatan struktural karena jumlah
sumber daya manusia aparatur yang tersedia melebihi jumlah

jabatan struktural yang ada.

2.2.2 Sumber Daya Aset/Modal
Secara umum sumber daya asset/modal yang dikuasai dan
dipergunakan oleh Dinas Sosial untuk melaksanakan tugas dan

fungsinya terdiri dari gedung dan peralatan/mesin. Sumber daya
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asset/modal yang dikuasai Dinas Sosial secara rinci dapat dilihat —

pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Sumber daya asset Dinas Sosial

No Jenis Barang Jumlah | Satuan
1 | Kendaraan roda 4 9 Unit
2 | Pick-Up 3 Unit
3 | Sepeda Motor 31 Unit
4 | Perkakas Bengkel 4 Unit
5 | Mesin Ketik 2 Unit
6 | Mesin Listrik Standar / Genset 1 Unit
7 | Mesin Calculator 2 Unit
8 | Lemari/ Kaca/Besi/Pakaian 47 Unit
9 | Rak Besi/ Metal 2 Unit
10 | Filling Besi/ Metal 18 Unit
11 | Brangkas 2 Unit
12 | Alat penghancur kertas 1 Unit
13 | White Board 1 Unit
14 | Alat kantor Lainnya (lain-lain) 4 Unit
15 | Tempat tidur 40 Unit
16 | Meja Rapat 4 Unit
17 | Kursi 212 Unit
18 | Meja Kerja 64 Unit
19 | Sofa 5 Unit
20 | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon 1II 1 Unit
21 | Mebelair Lainnya 1 Unit
22 | Mesin Potong Rumput 1 Unit
23 | Lemari Es 5 Unit
24 | AC Unit 10 Unit
25 | Kipas Angin 19 Unit
26 | Kompor gas S Unit
27 | Alat Dapur Lainnya 21 Unit
28 | Tabung gas 1 Unit
29 | Televisi 2 Unit
30 | Sound system 3 Unit
31 | Microphone 8 Unit
32 | Camera Video 1 Unit
33 | Lambang Garuda Pancasila 1 Unit
34 | Tangga Alumunium 1 Unit
35 | Dispenser 1 Unit
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36 | Alat Rumah tangga lain 36 Unit

37 | Gorden 2 Unit
38 | Alat Pemadam Portable 8 Unit
39 | Tabung Pemadam Kebakaran (APAR) 1 Unit
40 | Bola Api 6 Unit
41 | CCTV 4 Unit
42 | Mainframe 1 Unit
43 | Internet 4 Unit
44 | Personal Komputer (PC) 52 Unit
45 | Peralatan Komputer 4 Unit
46 | Note Book 57 Unit
47 | Hard Disk 3 Unit
48 | Keyboard 1 Unit
49 | Printer 25 Unit

50 | Monitor Unit

51 | Proyektor + Attachment Unit

52 | Telephone Unit

54 | Alat Kedokteran Umum Lain-lain Unit

55 | Gelas Minum Unit

2
2
1
53 | Unintemuptible Power Supply (USB) 4 Unit
1
1
2

56 | Pisau Belati Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

2.3.1.1 Indikator Kinerja Kunci Urusan Wajib Sosial

Kinerja pelayanan Dinas Sosial dalam menangani
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjadi di
Kabupaten Kutai Kartanegara setidaknya tergambar dari Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Urusan Wajib
Sosial dan laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
bidang Sosial. Berdasarkan dokumen tersebut kinerja
penyelenggaraan kesejahteraan sosial tergambar dari Urusan
Rehabilitasi Sosial Dasar yaitu Persentase (%) penyandang
disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan
gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di
luar panti (Indikator SPM) dan Penanganan Bencana yaitu

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi
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kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat

bencana daerah kabupaten/kota.

Selain urusan Wajib Sosial kinerja pelayanan Dinas Sosial
juga tergambar dalam upaya pelaksanaan Program Pemberdayaan
Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Fakir

Miskin

a. Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainya.
Rehabilitasi Sosial Dasar merupakan pelayanan terhadap Anak
Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar
dan Gelandangan Atau Pengemis diluar Panti. Pelayanan
rehabilitasi ini dimulai dari Layanan Pengaduan dan Pendataan,
Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Pemberian
bimbingan fisik dan mental, pemberian bimbingan Sosial bagi
keluarga, pemberian alat bantu, layanan Penelusuran Keluarga,
Layanan Reunifikasi Keluarga dan Layanan Rujukan. Beberpa
layanan tersebut dilakukan secara menyeluruh dari tahap
pendataan hingga tahap pemberian rujukan. Layanan rehabilitasi
sosial tersebut juga diberikan kepada PMKS lainya kecuali
Penyandang HIV AIDS dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.
Hingga tahun 2021 kinerja Dinas Sosial pada pelaksanaan
program rehabilitasi sosial mencapai hasil maksimal sesuai
amanah LPPD dan SPM dimana seluruh pemerlu layanan dapat

terlayani sesuai kebutuhan rehabilitasi sosial yang di tetapkan.

b. Perlindungan Sosial Korban Bencana.

Perlindungan Sosial Korban Bencana dilaksanakan melalui
pemberian pelayanan, bantuan sosial serta pengendalian dan
pengorganisasian masyarakat dalam penanggulangan bencana
kepada korban bencana alam, korban bencana sosial, korban

konflik, korban terdampar atau terlantar dan masyarakat yang
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tinggal di daerah rawan dan masyarakat yang tertimpa musibah

bencana.

Yang menjadi ukuran kinerja pemerintah daerah dalam hal ini
adalah Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat
bencana daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat
terhadap kesiapsiagaan Bencana dan Peningkatan Kapasitas
Taruna Siaga Bencana dalam hal penanganan kebencanaan.

Dalam pelaksanaanya penanganan bencana yang menjadi
tugas fungsi Dinas Sosial adalah mulai dari penyediaan Pangan,
penyediaan Sandang, penyediaan Tempat penampungan
pengungsi pada masa tanggap darurat bencana, penyediaan
kebutuhan permakanan khusus bagi kelompok rentan serta
pelayanan dukungan psikososial terhadap korban bencana seperti
pemulihan trauma. Tercatat mulai tahun 2016 s/d tahun 2021
penanganan Bencana dapat terlaksana 100%, artinya setiap
terjadi bencana alam maupun sosial yang dilaporkan kepada
Dinas Sosial, pemerintah daerah hadir dan memberikan bantuan
sesuai standar yang ditetapkan, sumber pendanaan pelaksanaan
kegiatan ini juga diperoleh melalui bantuan provinsi kalmantan

Timur melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

c. Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS)

Pemberdayaan Sosial PSKS Perorangan, Keluarga dan
Kelembagaan Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan
Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
(Pekerja Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecataman, Karang Taruna, Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Konsultasi Peduli Keluarga,

Lembaga Kesejahteraan Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial
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Berbasis Masyarakat, Forum CSR Kesejahteraan Sosial) dalam

rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Hingga tahun 2021 sebagai PSKS Perorangan tercatat
sejumlah 18 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
(TKSK), 2 Orang Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos), 26
Orang Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas), 25 Orang Taruna
Siaga Bencana (TAGANA), 97 Pendamping PKH, 1 Orang
Koordinator Tekhnis Program Sembako, 17 Orang Pendamping
Veteran yang telah melakukan pelayanan terhadap Masayarakat
diseluruh wilayah Kabupaten Kuai Kartanegara.

Untuk PSKS Kelembagaan hingga tahun 2021 tercatat
sebanyak 197 Puskesos telah terbentuk di Desa dan Kelurahan,
Karang Taruna Kabupaten, 19 Lembaga Kesejahteraan Sosial
Anak, 1 Lembaga Konsultasi Kesejahertaan Keluarga dan 1 Forum
PSM yang telah melakukan usaha kesejahteraan sosial dan
menjadi Binaan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

d. Penanganan Fakir Miskin

Dalam Upaya Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial memiliki
peran strategis sebagai penyedia Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial. Basis data ini berisikan Keterangan sosial ekonomi anggota
rumah tangga: nama, jenis kelamin, tanggal lahir, umur,
kecacatan, penyakit menahun, status perkawinan, kepemilikan
tanda pengenal, pendidikan, dan kegiatan ekonomi anggota rumah
tangga dan status kesejahteraan berdasarkan berbagai variabel
meliputi keterangan rumah tangga, kepemilikan aset, akses ke
fasilitas pendidikan/kesehatan/sanitasi dan lain-lainnya. Data ini
dimutakhirkan sebanyak 2 kali dalam satu tahun, melalui
Puskessos Kelurahan dan Desa. Data inilah yang kemudian
dijadikan sebagai basis sasaran penangan Kemiskinan dilevel
Pemerintah Daerah.

Upaya penanganan Faksir Miskin yang dilaksanakan melalui

Dinas Sosial selain Penyediaan data adalah Pemberian Bantuan
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Stimulan dan Pendampingan. Pemberian bantuan stimulan

kepada warga miskin terdapat dua katagori yaitu katagori jaminan
Sosial atau bantuan reguler pemenuhan kebutuhan dasar dan
bantuan stimulan katagori pemberdayaan Ekonomi berupa
pemberian bantuan modal usaha. Pencapaian Pelaksanaan
penyaluran Bantuan Stimulan berupa jaminan sosial diwilayah
Kabupaten Kutai Kartanega sangat tergantung dari Program
Kementerian Sosial Republik Indonesi yaitu Program Keluarga
Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
atau Sembako, Kedua Program ini telah mengcover sebanyak 76%
Warga Miskin Kabupaten Kutai Kartanegra dengan indeks Nilai
Bantuan Rata Rata 120 Miliar setiap Tahunya. Sementara bantuan
stimulan Pemberdayaan ekonomi penduduk miskin dilaksanakan
melalui Pemberian Bantuan Modal usaha bagi KPM PKH dan
Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Kegiatan pendampingan
dilaksanakan terhadap Pelaksanaan Penyaluran PKH, BPNT dan
Pendampingan pemberdayaan Ekonomi masyarakat miskin mulai
dari tahap Pendataan hingga pengembangan Usaha Keluarga

Penerima Manfaat (KPM).

2.3.1.2 Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Sosial merupakan salah satu SKPD pelaksana urusan wajib
pengampu SPM. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
dan Peraturan Menteri Sosial 9 tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah.
Jenis pelayanan dasar dan indikator SPM urusan wajib sosial
yang harus dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai

Kartanegara secara lebih rinci digambarkan pada tabel 2.2 berikut
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Tabel 2.2

Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM

Urusan Wajib Bidang Sosial Mulai Tahun 2019

DATA RENCANA PELAKSANAN
JENIS PELAYANAN SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KEBUTUHAN KOMPOEN BIAYA TARGET
CARA HITUNG OUTCOME Program Kegiatan
Honor Petugas, jumlah petugas, |Program Operasional SLRT
DISABILITAS TERLANTAR DILUAR N R
1 layanan data dan pengaduan alat pengolah data, alat tulis dan [Penanganan Fakir
PANTI frtemmet Miskin Operasional Puskessos
Program
transport petugas, kendaraan Pengin Katan Sarana Pengadaan Kendaraan UPSK,
2 |ANAK TERLANTAR DILUAR PANTI layanan kedaruratan (UPSK) khusus, pemeliharaan dan honor dan Prgasarana Pemeliharan Kendaraan Dinas
TRC Operasional
Aparatur
Jl"'mla_h' penyandang Jlf'mla'h_ penyandang Pembelian makanan, pakaian,
3 LANSIA TERLANTAR DILUAR disabilitas terlantar, disabilitas terlantar, ermakanan, sandan apan perlengkapan mandi, kebutuhan |Program Dav Care
REHABILITASI SOSIAL DASAR PANTI analk terla:jntar, lansia analkterladntar, lansia P ’ 8, Pap: khusus, alas kaki, penyediaan Rehabilitasi Sosial 4
terlantar dan gepeng | terlantar dan gepen
1 (Terpenuhinya Kebutuhan & p. e & p' e tempat dan transport petugas
Dasar) yang terpenuhi yang terpenuhi
a TUNA SOSIAL (GEPENG) DILUAR k'ebutuhan'dasarnya ke_butuhan d»as_arny‘a alat bantu, perbekalan kursi roda dkk, obat2an, transport Fasilitasi alat bantu bagi lansia
PANTI diluar pantiselama 1| diluar panti dibagi kesehatan, petugas dan disabilitas
tahun populasi dikali 100%
bimbingan fisik, mental,
e Fasilitasi Pelayanan
spiritual honor peksos, TKSK, relawan, alat . % .
Kesejahteraan Sosial anak dan
peraga ;
bimbingan sosial keluarganya lamsie
SPM 100%
BIDANG fasilitasi NIK, akses
SOSIAL pendidikan,penelusuran transport petugas dan biaya Fasilitasi dan Pemulangan
keluarga, reunifikasi dan pemulangan Tuna Sosial
layanan rujukan
pembelian bahan permakanan,
akaian paket bantuan lainya,
Jumlah Korban permakanan, sandang, papan © = _y Penanganan masalah2
Jumlah Korban trasnport petugas, penyediaan !
Bencanayang Bencanayang tempat penampunganpengungsi strategis yang menyangkut
terpenuhi Kebutuhan | t€Penuhi Kebutuhan tanggap darurat dan kejadian
KORBAN BENCANA ALAM DAN P " Dasarnya pada saat Perlindungan dan |luar biasa
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN | 1 SOSIAL dDasa";y? iat asaat | 4 setelah tanggap Jaminan Sosial
2 SOSIAL (Terpenuhinya a; se etab anggap darurat bencana Penanganan Khusus kelompok paket bahan permakanan khusus
Kebutuhan Dasar) aruratbencana dibagi populasi x & > (lansia, Ibu hamil, disabilitas dan
dalam 1tahun rentan
100% anak)
Pembentukan Kampung Siaga
pelayanan dukungan alat bantu, honor peksos, tksk, Bencana
psikososial tagana, biaya pengiriman peningkatan kapasitas
TAGANA
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PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Standar jumlah dan kualitas barang/jasa yang diterima

DISABILITAS TERLANTAR

0 o N ok b=

Permakanan

Sandang

Asrama Yang Mudah Diakses

Alat Bantu

Perbekalan Kesehatan

Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial
Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari
Pembuataan NIK

Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan

10. Pelayanan Penelusuran Keluarga dan/atau

11. Pelayanan Reunifikasi Keluarga

ANAK TERLANTAR

1.

O ® N ok DD

Pengasuhan

Permakanan

Sandang

Asrama Yang Mudah Diakses

Perbekalan Kesehatan

Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial
Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari
Pembuataan Akte Kelahiran, NIK, dan KIA

Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan

10. Pelayanan Penelusuran Keluarga

11. Pelayanan reunifikasi keluarga, dan/atau

12. Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti
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LANSIA TERLANTAR
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Permakanan

Sandang

Asrama Yang Mudah Diakses

Alat bantu

Perbekalan Kesehatan

Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial
Bimbingan Keterampilan Hidup Sehari-hari
Pembuataan NIK

Akses Ke Layanan Kesehatan

10. Pelayanan Penelusuran Keluarga

11. Pelayanan reunifikasi keluarga, dan/atau

12. Pemulasaraan

Gelandangan Pengemis

1.

0 e N ok LD

Permakanan

Sandang

Asrama/COTTAGE yang mudah diakses

Perbekalan Kesehatan

Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
Bimbingan Keterampilan dasar

Pembuataan NIK,akte lahir, surat nikah dan/atau KIA
Akses Ke Layanan Kesehatan

Pemulangan ke daerah asal

KRITERIA REHSOS ANAK TERLANTAR DISABILITAS TERLANTAR LANSIA
TERLANTAR

1.

Rencana Strarteqes PDinas

Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, tidak terawat, tidak
terpelihara, dan tidak terurus
Masih ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang

mengurus




KRITERIA REHSOS DASAR GELADANGAN DAN PENGEMIS

1. Kepala keluarga berusia 19 sd 6 tahun

2. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, tidak terawat, tidak
terpelihara, dan tidak terurus

3. Tidak memiliki tempat tinggal tetap

4. Masih ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang

mengurus

KRITERIA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL KORBAN BENCANA
KABUPATEN/KOTA

1. Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 -50 orang
2. Dampak bencana meliputi dari 1 kabupaten/kota

3. Surat Penetapan bencana dari Kepala daerah

Capaian indikator SPM pada tahun 2020 secara umum dapat
memenuhi target yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Indikator
persentase Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak TErlantar, Gelandangan dan Pengemis skala Kab/Kota yang
memperoleh pemenuhan kebutuhan layanan dasar yang targetnya
ditetapkan sebesar 100% sampai dengan tahun 2020, berhasil tercapai

Jenis pelayanan dasar penanggulangan korban bencana juga
mencatat capaian kinerja 100% pada tahun 2020. Jenis pelayanan
dasar ini tidak semata-mata menjadi tugas Dinas Sosial tetapi juga
berhubungan dengan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah
bencana alam dan bencana social akibat ulah manusia seperti
kebakaran. Pada saat terjadinya bencana, semua korban dievakuasi
dengan menggunakan peralatan evakuasi standard, mereka semua
mendapatkan pelayanan atau bantuan sosial setidaknya pada masa
tanggap darurat. Diluar masa tanggap darurat jika masih dibutuhkan
dan dimungkinkan ketersediaan anggarannya, maka bantuan sosial

untuk pemulihan masih diberikan. Dalam hal penanganan korban
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bencana yang perlu lebih diperhatikan nantinya adalah tingkat

kecepatan dan ketepatan waktu penanganan. Hal ini bisa dihitung

dengan membandingkan waktu yang diperlukan dari mulai adanya

laporan bencana, seperti misalnya kebakaran, dengan waktu

pelaksanaan pertolongan. Semakin cepat waktu yang diberikan maka

semakin tinggi pula tingkat pula capaian kinerja.

Tabel 2.3
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
Bidang Sosial hingga tahun 2020

Tahun 2020 Tahun 2021
Jumlah Jumlah
Orang Jumlah Capai Orang Target
Jenis Pelayanan . . Yang Orang an Yang Jumiah
Indikator Capaian | Berhak o Berhak Orang KETERANGAN
Dasar Mendap Yang =4):@3 Mendap Yang
at Terr:_alya 12)32/ at Terlaya
Layana : ° | Layana ni
n n
1) 2) 3) 4) (5) (6) ) (8)
Rehabilitasi Sosial Jumlah warea Terlayani melalui program:
Dasar negara & - PKH (Kementrian Sosial Rl)
Penyandang penyagndang (303)
Disabilitas . Disabilitas yang 1117 1117 1.707 1.707 - Rehabilitasi Sosial bagi PMKS
Terlantar Diluar memperoleh Oran Oran 100 Oran Oran -Pemkab.(16).
Panti rehaFt))iIitasi g & & & | . Bantuan Sosial Terencana
sosial diluar Prov. Kaltim (673).
. - Program ASPD Kemensos
panti (125)
Rehabilitasi Sosial Jumlah anak Terlayani melalui Program:
Dasar Anak teflantar i - PKH (22.101).
Terlantar Diluar mem erzlehg - Rehabilitasi Sosial PMKS
Panti rehapbilitasi 22.167 | 22.167 100 22151 | 22.151 Kegiatan Pelayanan pada
sosial diluar Anak Anak Anak Anak RPTC (37).
. - Panti Sosial Asuhan Anak
panti (21)
- Sakti Peksos (8).
Rehabilitasi Sosial Jumlah warga
Dasar Lanjut Usia negara lanjut Terlayani melalui program:
Terlantar Diluar usia terlantar - PKH (Kementrian Sosial ﬁl)
Panti yang 2.687 2.687 100 2694 2.694 (2684)
leh 0 (0] 0 0]
memperoe rang | brang rang | Prang | _ pehabilitasi Sosial bagi PMKS
rehabilitasi _Pemkab. (3)
sosial diluar R
panti
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Rehabilitasi Sosial Jumlah warga
ESZZLI:n: Sosial e?aeng;ar: /an Terlayani melalui Program
y & gar - Rehabilitasi Sosial PMKS,
Gelandangan dan dan pengemis . .
Pengemis Diluar an kegiatan Day care service
Pantgi men‘: efoleh 36 36 100 60 60 (10).
p. L - Rehabilitasi Sosial PMKS,
rehabilitasi .
. kegiatan Pemulangan OT
sosial dasar (26)
tuna sosial di )
luar panti
Perlindungan dan Jumlah warga
Jaminan Sosial negara korban Terlavanai melalui brogram:
pada saat bencana 1.500 1.500 | Perli\r/'ndun an dan 'F;m?nan '
tanggap dan kab/kotayang | 66.222 | 66.222 kk/ kk/ . & J
100 Sosial (Tanggap Darurat
pasca bencana memperoleh KK KK 4.500 4.500 .
bagi korban erlindungan jiwa jiwa Bencana) (991 kk /2339 Jiwa).
8 P . .g J J - Bantuan Covid 19 (65.231 kk).
bencana kab/kota dan jaminan
sosial
Keberhasilan pencapaian target kinerja pelayanan

kesejahteraan sosial saat ini masih akan mendapatkan tantangan
dimasa yang akan datang.

Tantangan tersebut berasal dari kecenderungan
berkembangnya jenis dan jumlah penyandang masalah kesejahteraan
sosial yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya
aparatur yang berlatar belakang pendidikan profesi pekerjaan sosoial
dan ilmu kesejahteraan sosial. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara
mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial,
peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial,
serta peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
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2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Anggaran merupakan salah satu indikator input yang penting
bagi sebuah organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
meskipun demikian anggaran bukan segalanya yang dapat
menentukan keberhasilan kinerja sebuah Perangkat Daerah. Kinerja
anggaran Dinas Sosial sepanjang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada

tabel berikut ini :
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Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial

Tahun 201

6 -2020

Uraian

Anggaran pada tahun

2016

2017

2018

2019

2020

BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawai

10.038.461.601,05

8.498.171.418,58

7.598.646.378,80

9.282.230.952,34

8.360.961.563,32

Belanja Barang dan Jasa

9.628.135.167,15

10.632.212.685,34

10.429.465.313,00

8.826.168.640,00

11.808.017.693,76

Belanja Modal 566.013.325,00 335.225.850,00 26.852.125,00 2.342.511.760,00 562.473.600,00
Jumlah Total 20.232.610.093,20 | 19.465.609.953,92 18.054.963.825,80 | 20.450.911.352,34 | 20.731.452.857,32
Realisasi anggaran pada tahun
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020

BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai 8.537.973.399,00 7.315.240.236,00 7.246.410.902,00 8.791.417.776,00 7.913.927.757,00
Belanja Barang dan Jasa 6.975.682.245,00 7.504.931.673,00 8.690.554.608,00 6.830.450.004,00 8.893.850.439,00
Belanja Modal 485.467.525,00 333.343.650,00 26.012.125,00 2.061.896.239,00 537.406.550,00

Jumlah Total

15.999.123.169,00

15.153.515.559,00

15.962.997.635,00

17.879.856.1699,00

17.345.184.746,00
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan masalah
sosial yang sifatnya sangat dinamis. Perkembangan masalah sosial
terjadi seiring dengan perkembangan kondisi masyarakat. Diera
teknologi informasi dan keterbukaan informasi publik data yang
akurat menjadi keniscayaan dalam proses pelayanan dan
penanganan masalah Sosial. Saat ini seluruh bantuan dan layanan
yang diarahkan bagi warga Negara yang membutuhkan harus
terintegrasi dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang
tidak mampu. Basis Data terpadu merupakan sumber dasar utama
pelayanan dan bantuan terhadap masyarakat sehingga akurasi dan
pemetaan yang baik sangat dibutuhkan demi tepatnya sasaran dan
optimalisasi kinerja.

Tantangan besar yang diahadapi Dinas Sosial untuk
menyajikan Basis Data terpadu yang berkualitas terkendala Luas
wilayah, Jumlah Warga terdata dan Sumber Daya Manusia
pengelola data di tingkat Desa dan Kelurahan.

Peluang yang dimiliki oleh Dinas Sosial adalah kebijakan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mensejahterakan
masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Rumah Besar
Pengentasan Kemiskinan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui
pelaksanaan program-program pembangunan yang bersentuhan
langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Program-program
tersebut sebagian merupakan tugas fungsi Dinas Sosial. Program
ini memerlukan dukungan validitas Data Kemiskinan yang
memadai. Melalui kegiatan pemutakhiran Basis Data Terpadu yang
mulai dilaksanakan mulai tahun 2020, diharapkan Pemerintah
Kabupaten memiliki basis data yang akurat dan terpetakan dengan
baik karater kemiskinan diwlayah Kabupaten Kutai Kartanegara
sehungga intervensi program penangananya dapat berjalan secara

optimal.
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Dengan demikian tentunya dukungan Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara dalam hal pemenuhan anggaran dan fasilitas
penunjang lainnya sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai

target target yang diharapkan.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam memberikan
pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
tergambar dari pelaksanaan tugas setiap bidang. Untuk
mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dapat

dilakukan melalui identifikasi permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan

Cakupan PMKS

3 Pemenuhan Perlindungan dan
Penerima Bantuan

Perlindungan dan . - Jaminan Sosial terhadap PMKS
. . . Sosial Perlindungan dan .
Jaminan Sosial bagi . . sangat tergantung dari Porgram
Jamainan Sosial belum

PMKS Kementrian Sosial
menyeluruh

Optimalisasi

Pendampingan Terkendala Luas
wilayah dan Jumlah Pendamping

Penjangkauan anak terlantar
terkendala wewenang pengelolaan
panti

Kebutuhan Alat bantu
aksesibilitas belum terpenuhi
secara menyeluruh

Kebijakan Terkait SPM yang belum
mengakomodir PMKS secara
Keseluruhan

Penguatan Data
Terpadu Kesejahteraan | Belum Optimalnya
Sosial (DTKS) sebagai Fungsi DTKS dalam
Baseline Penanganan Penanganan Kemiskinan
Kemiskinan

DTKS Belum tervalidasi secara
menyeluruh

DTKS belum terpetakan secara
detail sebagai sumber data
penanganan kemiskinan
Lemahnya fungsi koordinasi antar
stakeholder dalam pengunaan
DTKS sebagai sumber data

SDM pengelola data (Puskesos) di
level Desa/ Kelurahan sering
diganti.

Rencana Strategis Dinag Sostal 2021-202é6.  Bab Ml 45




Musyawarah Data di level Desa/
Kelurahan belum berjalan dengan
baik

Belum semua Desa/ Kelurahan
melakukan Update DTKS secara
Periodik

Optimalisasi Pelayanan
Rehabilitasi sosial bagi
PMKS

Belum Optimalnya
Pelayanan Rehabilitasi
Sosial bagi PMKS

Belum tersedia layanan
Kedaruratan yang memadai

Belum terpenuhinya kebutuhan
SDM Pekerja Sosial Profesional

Cakupan Pemenuhan Kebutuhan
Pelayanan Dasar Dalam Proses
Rehsos sangat Luas.(SPM)

Optimalisasi Peran dan
fungsi Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
(PSKS) dalam Usaha
Kesejahteraan Sosial

PSKS Perorangan dan
Kelembagaan Belum
berfungsi optimal

Penerima layanan dan Pengelolaan
PSKS kelembagaan Belum terdata
dengan baik

Sarana dan prasarana Lembaga
PSKS belum memadai

Sumber pendanaan PSKS
kelembagaan masih tergantung
pada donatur

Kurangnya kemampuan
manajerial PSKS kelembagaan

Kurangnya dukungan operasional
bagi PSKS Perorangan

Optimalisasi
Penanganan Bencana
dan Pengelolaan
Taman Makam
Pahlawan

Belum Optimalnya
Penanganan Bencana
dan Pengelolaan TMP

Kapasitas dan Kuantitas SDM
Tagana masih terbatas

Pembentukan Kampung Siaga
Bencana membutuhkan biaya
yang relatif besar

Beberapa bagian TMP perlu
direhabilitasi

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut diketahui adanya

beberapa permasalahan yang dihadapi

Dinas Sosial dalam

mewujudkan beberapa indikator kinerja daerah yang tertuang

dalam RPJMD. Beberapa permasalahan tersebut ada yang saling

memiliki keterkaitan dan kesamaan. Pada dasarnya permasalahan

yang dihadapi dapat dikelompokkan sebagai berikut :
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1. Optimalisasi Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS.

2. Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai

Baseline Penanganan Kemiskinan.

3. Optimalisasi Pelayanan Rehabilitasi sosial bagi PMKS.

4. Optimalisasi Peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial

5. Optimalisasi Penanganan Bencana dan Pengelolaan Taman

Makam Pahlawan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih

merupakan pedoman sekaligus sasaran yang ingin dituju dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum program yang

ditujukan untuk mencapai misi dilaksanakan, dilakukan analisa

terhadap permasalahan dan faktor-faktor yang mungkin dapat

menghambat atau mendukung pelaksanaan program tersebut.

Telaah terhadap kemungkinan adanya faktor penghambat ataupun

pendukung pelaksanaan program ditampilkan dalam tabel 3.2

berikut ini.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Visi: Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan

No

Misi dan Program
KDH dan Wakil KDH
terpilih

Permasalahan
Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat

Pendorong

(2)

(3)

(4)

(5

Meningkatkan
Pembangunan
Sumber Daya
Manusia Yang
Berakhlak Mulia,
Unggul dan
Berbudaya

Rencana Strarteqis Dinag Sostal 2021-2026.

Bab il

47




DTKS Belum
tervalidasi secara
Belum Optimalnya menyeluruh, Pengggnaan SIKS
. DTKS belum Android dalam proses
Fungsi DTKS dalam .
terpetakan pemutahkiran data
Penanganan . -
oo secara detail sudah mulai
Kemiskinan . -
sebagai sumber diterapkan.
data penanganan
Program: o
; kemiskinan
Perlindungan dan
Pemenuhan

Jaminan Sosial Perlindungan dan

Jaminan Sosial
terhadap PMKS

Cakupan PMKS
Penerima Bantuan
Sosial Perlindungan

Program dedikasi
kepala daerah terpilih
yang mengakomodir

dan Jamainan sangat . jaminan sosial bagi
. tergantung dari
Sosial belum warga yang kurang
Porgram
menyeluruh K . beruntung.
ementrian
Sosial
Belum tersedia
layanan
Kedaruratan
yang memadai
Program : Belum Optimalnya | Belum . Upaya dilakukan
e . Pelayanan terpenuhinya . e
Rehabilitasi Sosial e . melalui rehabilitasi
bagi PMKS Rehabilitasi Sosial kebutuhan SDM berbasis masyarakat
bagi PMKS Pekerja Sosial
Profesional

Kuota Panti
rujukan milik
Provinsi terbatas
Program: Penanganan | Belum Optimalnya | Kapasitas dan
Bencana Penanganan Kuantitas SDM
Bencana Tagana masih
terbatas
Pembentukan
Kampung Siaga
Bencana
membutuhkan
biaya yang relatif
besar

Penerima
layanan dan
Pengelolaan
PSKS
kelembagaan
Belum terdata
dengan baik
PSKS Perorangan Kurangnya Adanya pendamping
Program: dan Kelembagaan dukungan program yang
Pemberdayaan Sosial | Belum berfungsi operasional bagi | diluncurkan

optimal PSKS Perorangan | kementrian Sosial RI
Kurangnya
kemampuan
manajerial PSKS
kelembagaan
Sumber
pendanaan PSKS

kelembagaan
Rencana Strarteqes Dinag

Pemberdayaan TJSP
dalam penanganan
kebencanaan wilayah.




masih
tergantung pada
donatur

Program: Pengelolaan
Taman Makam
Pahlawan

Beberapa bagian
TMP perlu
direhabilitasi

Pegelolaan TMP
perlu dioptimalkan

bidang teknis

fokus dalam
pengelolaanya

3.3

Memperhatikan beberapa program yang disajikan untuk mencapai
misi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, perlu
dilakukan Dbeberapa penajaman terhadap indikator kinerja
(outcome) dan program yang disajikan. Penajaman indikator kinerja

outcome akan disajikan lebih rinci pada bab 5.

Telaahan Renstra Kementerian Sosial RI dan Renstra Dinas
Sosial Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi
teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan wajib
pemerintahan di bidang sosial. Pelaksanaan kewenangan tersebut
selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal juga
dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal. Salah satu
lingkungan eksternal yang perlu diperhatikan adalah sasaran yang
ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial RI dan
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian Sosial

Tahun 2020-2024 diperoleh informasi sebagai berikut :
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Tabel 3.3
Tantangan dan Permasalahan yang dihadapi Kementerian Sosial Tahun

2020-2024
No Permasalahan Akar permasalahan Faktor Faktor Pendorong
Penghambat
1 Memastikan 1.Rendahnya 1.Angka stunting
hidup yang kualitas dan pada balita
berkualitas dan ketersediaan Indonesia masih
bermartabat bagi pangan tinggi 1. Perluasan
masyarakat 2.Keterbatasan akses | 2.Rendahnya Program Sembako
kepemilikan kesadaran 2. OPtimalisasi
identitas hukum pentingya Pengellolaan DTKS
3.Keterbatasan akses dokumen berbbasis NIK.
pelayanan kependudukan. 3. O ptimalisasi
Kesehatan 3.potensi penyakit | pern dan fungsi
4.Keterbatasan akses menular dan pendampingan
pelayanan tidak menular 4. Intergrasi
Pendidikan pada masyarakat | program antar
miskin Kementrian
4.Angka pertisipasi
Pendidikan masih
rendah
Pola Pikir kelompok ‘Pengl.,latan. .
miskin dan rentan identifikasi potensi
1.Keterbatasan ane cenderun dan komoditas
Memastikan sumber daya zzori 1 et pai dg menurut wilayah
kesempatan yang finansial Pemberigan llzre d.i t bisa digalakan.
sama bagi 2.Keterbatasan usaha belum Metode yang lebih
2 | penduduk miskin kemempuan SDM teridentifikasi mudah dalam
dan rentan dalam pengelola secara baik pengembangan
peningkatan 3.Keterbatasan Masih parsialnva balai Latihan kerja
sosial ekonomi sumber pemasaran P Y Penguatan
proses pemasaran
produk. - kelompok dan
dari usaha skala L.
mikro jaringan dengan
usaha skala besar
Risiko Kesehatan,
Penanganan resiko Pendidikan, Pengembangan
Memastikan sosial yang belum ple{kerj.aglr'l, skelrp a
Kketahanan responsif aksesibilitas, per.mdungan ‘
masyarakat Keterbatasan keuangan, sosial yang ade}p_tlf
3 | melalui mitigasi pendampingan penelantaran dan terhadap kondisi
.. diskriminasi darurat.
risiko serta pelayanan Penguatan skema Penguatan
perlindungan Keterbatasan su . su
osial pendampingan perlindungan sosial | kerangka
’ clavanan masih bersifat kelembagaan
pelay parsial dan tidak integrative
berkelanjutan
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Tabel 3.4

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Sosial Provinsi Kalimatan Timur

Tahun 2019-2023

Faktor yang Mempengarui

Permasalahan

Aspek Capaian Standar yang Eksternal
Kajian Kondisi Saat Ini digunakan Internal (diluar Pelayanan
(Kewenangan SKPD
SKPD) kewenangan
SKPD)
a. Tingginya
migrasi
PMKS
b. Anggaran
. Ketersediaan yang Pelavanan
data PMKS proporsional keseyah teraan
dan PSKS c. Penempatan 9
: sosial
. . Komitmen aparatur
Peningkatan dan L . (pemberdayaan,
pimpinan dan yang sesuai P
Perluasan Jumlah .. rehabilitasi,
Gambaran jajaranya dengan .
Jangkauan PMKS yang . perlindungan,
Pelayanan dalam kompetensi : . :
penanganan mendapatkan jamninan social
SKPD PMKS Pelavanan penanganan dan dan
clayana PMKS sentuhan jnan anan
. Perturan kebutuhan penangana
- . fakir miskin)
daerah ttg profesionalis . .
) tidak sesuai
pembangunan me pekerjaan
; target
Kesos sosial.
d. Peran aktif
Lembaga
penyelenggar
an kesos
Komitmen
pimpinan dan
jajaranya
dalam . .
penanganan a.Tlpgglgy a
PMKS migrasi PMKS Belum
b.Bentuk )
Kewenangan optimalnya
Peningkatan kelembagaan keembagaan sinergitas dan
Kajian Jumlah PMKS Dinas Kesos . ..
perluasan yang sinkronisasi
Renstra : yang . yang belum
jangkauan menangani dalam
SKPD mendapatkan sama
Kab/Kota penanganan Pelayanan PMKS dan c.Ketersediaan penanganan
PMKS PSKS ) PMKS antara
- . anggaran .
Sinergitas provinsi dan
yang belum
perencanaan . kab/Kota
proporsional
dengan
stakeholders
Ketersediaan
data PMKS
dan PSKS
Peningkatan Kebijakan ~Perubahan Tidak
.. Jumlah PMKS . sosial .
Kajian perluasan Oronomi daerah N tercapaianya
: yang . yangterjadi .
Renstra jangkauan Komitmen target capaian
mendapatkan : seara cepat
K/L penanganan Pelavanan pemerintah Prioritas penanganan
PMKS Y daerah PMKS
anggaran
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pembangunan
nasional yang
belum berpihak

pada
pembangunan
kesejahteraan
PMKS
-Perluasan
jangkauan
pelayanan sosial
lanjut usia
terlantar di kab.
Bulungan yang
menjangkau
lansia diwilayan
Kaltara
-Peningkatan ~Kewenangan
. . Jumlah PMKS | kelembagaan
fungsi panti2 . Penempatan
Kajian yang ada di yang K yang menangant aparatur Pelayanan
RTRW Samarinda mendapatkan PMKS. Anggaran yang belum optimal
. . Pelayanan -Komitmen .
sebagai panti . . proporsional
tingkat provinsi sosial pimpinan daerah
L dan SKPD
yang menjadi
rujukan
Kabupaten Kota
-Penetapan
Kampung Siaga
Bencana (KSB)
Pembangunan
panti social
terpadu
-Pembangunan -Jumlah
pemukiman KAT | PMKS KAT -Kewenangan
yang berada yang kelembagaan Komitmen
pada Kawasan dimukimkan yang menangani | kepala daerah
Kajian bukan hutan -Jumlah PMKS Anggaran yang Pelayanan
KLHS lindung atau PMKS yang -Ketersediaan proporsional belum optimal
resapan air mendapatkan | data KAT Komitmen
-Partisipasi pelayanan -Regulasi tentang | perusahaan
perusahaan social melalui | CSR

melalui CSR

CSR

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Memperhatikan beberapa permasalahan yang dialami Dinas Sosial

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dapat dikelompokkan

kedalam beberapa kelompok. Kelompok permasalahan

ini

merupakan masalah strategis yang merupakan isu strategis dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

tersebut meliputi :

Rencana Strarteqis Dinag Sostal 2021-2026.
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1. Perluasan Cakupan PMKS Penerima Bantuan  Sosial

Perlindungan dan Jamainan Sosial.

2. Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai
Baseline Penanganan Kemiskinan.

3. Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS.

4. Peningkatan PSKS Perorangan dan Kelembagaan.

S. Peningkatan Penanganan Bencana dan Pengelolaan TMP.
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BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.1.1 Visi
Visi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026
merupakan penjabaran atau mengacu pada Visi Kabupaten Kutai
Kartanegara tahun 2021-2026 dan tidak mengalami perubahan.
Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi yang
ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun ke depan oleh Dinas
Sosial berkenaan dengan tugas dan wewenangnya. Dengan
mempertimbangkan pada kekuatan, kelemahan, potensi dan
tantangan ke depan, Visi yang dicapai pada tahun 2021-2026
adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”

Visi tersebut mengandung 2 kata kunci yang dapat dimaknai

sebagai berikut:

a. MASYARAKAT YANG SEJAHTERA
Batasan pengertian sejahtera, kondisi masyarakat Kutai
Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti
pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi
secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan
mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan akses terhadap

sumber daya ekonomi maka masyarakat semakin sejahtera.

b. MASYARAKAT YANG BERBAHAGIA
Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup
dengan penuh ketenteraman diselimuti rasa kebersamaan,

kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan
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ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari

menjaga keharmonisan dan peningkatan terhadap pengamalan
nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat membuat

warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia.

4.1.2 Misi

Misi adalah rumusan mengenai upaya yang akan dilaksanakan
untuk mencapai visi. Rumusan misi yang baik dapat memudahkan
untuk menggambarkan visi dan upaya yang harus dilakukan.
Rumusan misi merupakan hal penting yang dapat memberikan
arahan kerangka bagi perumusan tujuan, sasaran dan arah

kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Mengacu pada Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-

2026, maka Misi Dinas Sosial adalah sebagai beriku:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan
Melayani.

2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang

Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah merupakan
langkah strategis dalam perencanaan pembangunan yang akan
mendasari penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan
merupakan pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan
menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan
merefleksikan konteks pembangunan yang memiliki keterkaitan
dengan visi yang ingin dicapai oleh SKPD. Pernyataan tujuan ini
selanjutnya akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang

ingin dicapai oleh SKPD. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam
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merumuskan tujuan adalah bahwa tujuan harus realistis dan dapat

dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional,

untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu S (lima) tahun ke

depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja

sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani,

serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Dalam

merumuskan sasaran yang perlu diperhatikan adalah:

1.

N O o AW N

Sasaran harus dapat menyatakan sebuah target yang terukur
atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik, dan

sesuai dengan bidang layanan SKPD;

. Indikator kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;

. Kelompok sasaran yang dilayani,

. Profil pelayanan terkait indikator kinerja;

. Isu-isu strategis SKPD yang sesuai dengan bidang layanan SKPD;
. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan;

. Pencapaian satu tujuan dapat saja melalui beberapa sasaran;

dan

. Kriteria SMART-C yaitu:

a) Specific (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat
diidentifikasi dengan jelas;

b) Measurable (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan
dengan jelas dan terukur;

c) Achievable (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai
terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;

d) Relevant (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara
target sasaran dengan tujuan;

e) Time Bound (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran
ditetapkan; dan

f) continously improve (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran

dapat dicapai secara bertahap

Rencana Strafegis Dinas Sosial 2021 -2026.  Bab IV 56



Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten

Kutai Kartanegara tahun 2022-2026 sebagai penjabaran dari visi
misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dirumuskan dalam

tabel berikut ini:
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Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten
Kutai Kartanegara

Tahun 2022 - 2026

KON
KONDISI AWAL | s pGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA DISI
PERIODE T e AK
SASA Kﬁ?rDJR SAT RENSTRA FD HIR
No ULELE ] RAN TUJUAN/ UAN pleian
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | SV
PD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya
Penanganan Presentase
Penyandang PMKS yang
Masalah tertangani
1 Kesejahteraan Pemenuhan Persen 93 94 94 96 97 98 99 99
Sosial dalam dan Pelayanan
Pemenuhan Kebutuhan
Kebutuhan Dasarnya
Pelayanan Dasar
Meningkatkan | Presentase
Penanganan PMKS yang
Penyandang tertangani
Masalah Pemenuhan
Kesejahteraan | dan Pelayanan | o | o3 94 94 9% 97 98 99 99
Sosial dalam Kebutuhan
Pemenuhan Dasarnya
Kebutuhan
Pelayanan
Dasar
Meningkatnya | Predikat
Transparansi akuntabilitas
dan Kinerja Dinas
Akuntabilitas | Sosial Nilai 74.76 76 78 79 81 82 84 84
Kinerja Dinas
Sosial
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan
kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka
menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah
serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.
Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan
bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah
SKPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD
yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam
Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD
bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi
SKPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran
dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif,
strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan
tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan
strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi
juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan
masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di
dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem
manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang
menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta
selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan
strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana
SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder
layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang
menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai

(strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali
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indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligu§ untuk

menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin

bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang

lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja,

strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process).
Rumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran jangka

menengah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara seperti

ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara (2022-2026)

|V[SI (RPIMD)  |“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”
|MISI (RPJMDJ* | Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani'
Tujuan Sasaran Strategy Arah Kebijakan 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
elaksanaken 1. Peningkatan pelaksanaan pelayanan penunjang administrasi umum
Neringatan Nergiemen 2. Peningkatan pengelolaan, penataan, penertiban dan penelusuran BMD
nspransidan[Bertass Kiner 3. Peningkatan kompetensi SDM aparatur
ontaiias Kinera. ke Seluruh ASY 4. Penerapan arsip baku pada Dinas Sosial /A A I A I
Dinas Sos J Dinas Sosl 5. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan
Secara Konssten pemerintahan Dinas Sosial
6. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Sosial
Perlindinean dan 1. Pendampingan Program Bantuan Sosial Kementrian Sosial Rl
. 8 . |2 Penjangkauan Anak Terlantar berbasis Keluarga.
Jaminan Sosial L ) N A I A I
Meningkatnya Upeya  |secara Menvelurch 3. Rasilitasi pengembangan Ekonomi Masyarakat
Perindungan den y 4. Fasilitasi Bantuan Sosial masyarakat
Meningkatnya Janinan Sosel Otinliss 1. Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Pengelola Data (Puskessos)
Penanganan Penyandang Penelolan DTES 2. Penguatan Proses Musyawarah Data di Desa/Kelurahan A A IO VAN
Masalah Kesejahteraan g 3. Rasilitasi Update data secara periodik
Is(zzlatl iaiﬂ;zr?;ihan Neningatnys el 1. Penyediaan Layanan kedaruratan sesuai standar.
- I y . g o 1 |2 Pemenuhan Kebutuhan SDM Peketja Sosial Profesional.
Dasar Pelayanan Rehabilitasi |Rehabilitasi Sosial Y
Sl PUES o menelirh 3. Perluasan cakupan pemenuhan kebutuhan Pelayanan dasar rehabilitasi sosial
VU, Bemenuhan Kebutuhan daser pada pelaksanaan SPM bidang Sosial
Meningkatnya Peran Onimalises 1. Pendataan Layanan dan Pengelolaan PSKS Kelembagaan
dan Fungsi Potensi FS; - 2. Bantuan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana PSKS
Sumber Kesejahteraan Perogran o dan 3, Fasilitast Koordinasi dengan sumber pendanaan yang dimungkinkan, O TV I I I
Sosial dalam Usaha Kelembf i 4. Peningkatan kemampuan manajerial PSKS Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial g 5. Peningkatan dukungan Operasional bagl PSKS Perorangan
Meningkatnya o
Optimal , .
Penanganan Bencana Pfr?i ;:snl 1. Peningkatan kapasitas dan Penambahan Tagana
dan Pengelolaan Bencaia i 2. Pembentukan Kampung Saga Bencana melalui Pembiayaan non APBD T I I O A
Taman Makam Deeldazn TP 3. Rehalitast dan Pemeliharaan TMP
Pahlawan B
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PEN

Penetapan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kutai
Kartanegara bertujuan memberikan gambaran tentang ukuran
keberhasilan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahunan.
Penetapan indikator ini mengacu pada penetapan indikator kinerja
Sasaran RPJMD yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas
Sosial.

Setiap program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan
yang merupakan cara untuk mencapai indikator program. Indikator
kinerja program merupakan indikator kinerja manfaat (outcome)
sedangkan indikator kinerja kegiatan merupakan indikator kinerja
keluaran (output). Indicator outcome bisa diperoleh jika indikator output
dari masing-masing kegiatan dapat berfungsi. Sedangkan indikator
output merupakan indikator yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu
kegiatan. Diantara indikator output, outcome dan indikator kinerja
sasaran memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan indikatif tahun 2021-2026 ditampilkan dalam tabel 6.1

berikut ini:
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Target Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Tahun 2022-2026

Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran,

Data Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

pada Tahun Unit Kerja Perangkat
Tujuan Sasaran Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Satuan Awal 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhir Peiode Renstra Daerah Penanggung Lokasi
Kegiatan (output) jawab
Perencanaan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Meningkatnya
Penanganan
:iar:‘P:Iayanan Presentase PMKS yang tertangani
Peer"yaa::a"g Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Persen 94% 94% 23,750,520,794| 96% 23,837,076,495| 97% 23,762,076,495| 98% 23,762,076,495| 99% 23,762,076,495 99% 118,873,826,774 Kepala Dinas Kab.Kukar
Dasarnya
Masalah y
Kesejahteraan
sosial
Meningkatkan
Predikat
:::’a"n'::i:"s Predikat Akuntabilitas Kinerja Nilai SAKIP | 74.76 78 10,811,920,794 | 79 | 11,008,476,495 | 81 11,008,476,495 | 82 11,008,476,495 | 84 11,008,476,495 | 84 54,845,826,774 Kepala Dinas Tar
Daerah Dinas
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 PEMERINTAHAN DAERAH Predikat Akuntabilitas Kinerja Nilai SAKIP [ 74.76 78 10,811,920,794| 79 11,008,476,495| 81 11,008,476,495| 82 11,008,476,495| 84 11,008,476,495| 84 54,845,826,774 Sekretaris Tgr
KABUPATEN/KOTA
P , Pe , dan Evaluasi (Jumlah Dok P d
1| 2 Gl B ST | D i D Dokumen 30 8 100,000,000 8 175,000,000, 8 175,000,000 & 175,000,000 & 175,000,000 8 800,000,000  Subag Penyususnan Ter
Kinerja Perangkat Daerah Penegendalian Program dan Keuangan
P Dokumen P
1| 2 | 4 |Fenyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Dokumen 3 3 60000000 3 75,000,000 3 75000000 3 75000000 3 75000000 15 360,000,000 _SUbag Penyususnan Ter
Perangkat Daerah Program dan Keuangan
Koordinasi dan P L Capai . cusna
1| 2 | 6 |h0crainast dan Fenyusunan Laporan apaian | o bokimen Dokumen 4 4 40,000,000 4 100,000,000{ 4 100,000,000] 4 100,000,000| 4 100,000,000 20 440,000,000| _Subag Penyususnan Tgr
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program dan Keuangan
Jumlah Laporan Administrasi
N Subag Penyususnan
1 2 gl Daerah gl Daerah yang Laporan 20 20 9,542,748,582 20 9,332,385,997| 20 9,332,385,997| 20 9,332,385,997 20 9,332,385,997 100 46,872,292,570 ey (e Mz Tgr
1| 2 | 1 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan Orang Bulan 936 936 9,422,088,582| 936 9,192,385997| 936 9,192,385997| 936 9,192,385997| 936 9,192,385997| 936 46,191,632,570|  Suba Penyususnan Ter
Program dan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1| 2 | 7 [Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran  [Jumlah Dokumen Dokumen 20 20 120,660,000 20 140,000,000 20 140,000,000( 20 140,000,000( 20 140,000,000 100 680,660,000 _ SuPag Penyususnan Tgr
b Program dan Keuangan
Administrasi Barang Milik Daerah pada  |Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Subag Umum dan
T
1|2 e —— A e Dokumen 3 3 52,800,000 3 52,800,000 3 52,800,000 3 52,800,000, 3 52,800,000 15 264,000,000  SaPa8 Jmum da &
Rekonsiliasi dan P L 8 Iah Dokumen P
1| 2 | 5 |Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang |Jumiah Dokumen Pendataan dan Dokumen 3 3 52,800,000 3 52,800,000 3 52,800000 3 52,800000 3 52,800000 15 264,000,000]  Subag Umum dan Ter
Milik Daerah pada SKPD Pengolahan Administrasi Kepegawaian Ketatlaksanaan
ini i i Jumlah Dok Admini: i
121 — & umlah Dokumen Administrasi Dokumen 4 0 A a 40,000,000 4 40,000,000 4 40,000,000 4 40,000,000 16 160,000,000|  Subag Kepegawaian Ter
r:
Pendataan dan Pengolahan Administ
1| 2.1 10| encataan dan Pengolahan Administrast {1 bokumen Orang 15 0 1 s 40,000,000 15 40,000,000 15 40,000,000 15 40,000,000 75 160,000,000  Subag Kepegawaian Tar
121 Administrasi Umum Perangkat Daerah :‘;’:::;:ﬁ;‘:::"““""“‘ Lo Layanan 9 7 202,248,800, 7 264,341,800 7 264,341,800 7 264,341,800 7 264,341,800 35 1,259,616,000 Subag Umum dan Ter
N N Jumiah Jenis Komponen Instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi Subag Umum dan
1121 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Jenis 50 50 5,110,200 50 5,110,200 50 5,110,200 50 5,110,200 50 5,110,200 250 25,551,000 Ter
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor icerdiakan Ketatlaksanaan
P di Peralatan dan Perlengk: lah Peral Perlengk:
1| 21| 2 |} €"Vediaan Feralatan dan Ferlengiapan Jumiah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Jenis 20 20 59,247,000 20 59,247,000 20 59,247,000 20 59,247,000 20 59,247,000 100 296,235,000 Subag Umurm dan Ter
Kantor Kantor yang disediakan
Jumlah J Bahan L tik Kantc
1| 21| 4 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor umian Jenis Bahan Logistik Rantor yang Jenis 20 20 20,000,000 20 40,000,000 20 40,000,000 20 40,000,000{ 20 40,000,000[ 100 180,000,000| Subag Umum dan Ter
disediakan Ketatlaksanaan
P d B Cetakan d: Jumlah B Cetakan dan P d
1| 21| 5| envectaan Barang tetakan can umlah Barang Cetakan dan Penggandaan Jenis 5 5 19,986,600, 5 19,986,600 5 19986600 5 19986600 5 19,986,600| 25 99,033,000  SuPEUmumdan Tor
Penaggandaan yang disediakan Ketatlaksanaan
1| 2.1 | 7 [Penyediaan Bahan/Material Jumlah Bahan /Material yang disediakan Jenis 20 20 29,998,000 20 29,998,000 20 29,998,000 20 29,998,000 20 29,998,000( 100 149,990,000 5‘;:;‘2:;:’:3:2” Ter
P | Rapat Koordi i ds Jumlah R Koordinasi dan K |
1| 21| g | envecndgaraan Rapat foordinast dan umlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi oH 300 300 49,957,000 300 60,000,000 300 60,000,000 300 60,000,000 300 60,000,000 1500 289,957,000 °uoUmumdan Tor
Konsultasi SKPD SKPD yang diselenggarakan Ketatlaksanaan
Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan
1| 2.1 | 10|Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit Berkas 12 12 17,950,000 12 30,000,000 12 30,000,000 12 30,000,000 12 30,000,000 60 137,950,000/ S:foug'k::;“a:f‘” Ter
kearsinan (LK)
Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Sistem i berbasis Subag Umum dan
-] T
127 |11 e Eekroni pada SKPD ektontt yomg diakeanokn Jenis 4 4 4 20,000,000 4 20,000,000 4 20,000000 4 20,000,000 20 80,000,000 P Gt
P d; Ba Milik D: h P tase Pe d; BMD
1|21 R T e LAl (SR Persen 100 100 19,536,714| 100 42,950,000{ 100 42,950,000 100 42,950,000 100 42,950,000 100 191,336,714 Subag Umum dan Ter
jang Urusan Daerah __|Penu Urusan Ketatiaksanaan
1| 21| 6 [Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan Unit 86 10 19,536,714| 10 42,950,000 10 42,950,000 10 42,950,000, 10 42,950,000 50 191,336,714] 5‘;::“22“;“222” Ter
- N Jumiah waktu penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan N ) ST
1|21 ° Penunjang Urusan Pemerintahan Bulan 12 12 767,586,698 12 767,586,698 12 767,586,698 12 767,586,698| 12 767,586,698| 12 3,837,933,490) Ter
Pemerintahan Daerah Dacrah unn Ketatiaksanaan
1|21 | 1 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Menyurat Bulan 12 12 2,299,000( 12 2,299,000( 12 2,299,000( 12 2,299,000 12 2,299,000( 12 11,495,000 5‘;::5“::;:’""3:2” Ter




Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi,

Subag Umum dan

T
21| 2| comber daya ai dan st Bulan 12 12 193,239,174 12 193,239,174 12 193,239,174 12 193239,174| 12 193239,174| 12 966,195,870 uoag Linum da &
2.1 | 4 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan jasa Tenaga Pendukung non PNS Bulan 12 12 572,048,524 12 572,048,524 12 572,048,524| 12 572,048,524 12 572,048,524 12 2,860,242,620 S"K:ffu‘:’k”s:’n“a::" Ter

- T Persentase Pemeliharaan barang milik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah " ! Subag Umum dan
21 ) ) daerah penunjang urusan pemerintah | Persen 100 100 127,000,000 100 333,412,000) 100 333,412,000) 100 333,412,000 100 333,412,000( 500 1,460,648,000 Ter
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |* % Ketatlaksanaan
aeral
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Ny Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan subag Umum dan
211 Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan [ Unit 54 49 70,000,000 49 90,180,000 49 90,180,000 49 90,180,000 49 90,180,000 245 430,720,000 Tar
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas |, Ketatlaksanaan
emeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
labatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau N .
2.1 | 2 [Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Unit 5 5 25,000,000 5 34,010,000 5 340100000 5 34,010,000 5 34,010,000 25 161,040,000 5‘;;;‘2:;:’”““2” Ter
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |Biaya Pemelinaraan, Pajak dan Perizinan
21| 6 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |/"™/2" Peralatan dan Mesin Lainnya yang Unit 24 12 32,000,000 12 34,222,000 12 34,222,000 12 34,222,000 12 34,222,000 60 168,888,000) Subag Umum dan Ter
dipelihara Ketatlaksanaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kant Jumlah Gedung Kantor dan B
21| o |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Unit 12 12 1 12 100000000 12 100000000 12 100,000,000 12 100,000,000 60 400,000,000 Subag Umum dan Ter
dan Bangunan Lainnya Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Ketatlaksanaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor| b d
2.1 |10 | Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan dan Bangunan Lainnya yang Unit 16 16 -l 16 75,000,0000 16 75,000,0000 16 75,000,000, 16 75,000,000 80 300,000,000 5‘;;;:2:’:3;;" Ter
Lainnva dipelihara/irehabilitasi
Meningkatkan
Penanganan
f:r':‘::':"a"a“ Presentase PMKS yang tertangani
o : Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Persen 935 9433 | 12,938,600,000| 955 | 12,828,600,000| 96.67 | 12,753,600,000( 97.83 12,753,600,000( 99 12,753,600,000 99 64,028,000,000) Kepala Dinas Kab.Kukar
enyandang Dasarnya
Masalah
Kesejahteraan
Sosial
PROGRAM AN SOSIAL PSKS yang di Persen 84 86 925,000,000 88 775,000,000 90 700,000,000 92 700,000,000 94 700,000,000 94 3,800,000,000| ¢ B‘“”jﬁ::““”“““ Kab.Kukar
2 e eyaar Sostallomenitas Rdat Jumlah KAT yang diberdayakan Komunitas 6 6 75,000,000 6 75,000,000 6 of o of o of o 150,000,000/ Bidang Pemberdayaan Sosial | Kab.Kukar
Terpencil (KAT)
2 | 1 |Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT ;?;“!f;::g:""“Ada”e”’e"“‘ya"g Komunitas 6 6 750000000 6 750000000 6 of & o & o s 150,000,000| Bidang Pemberdayaan Sosial | Kab.Kukar
P 1 lam Daerah lah L P
2 engumpu! a":’"'ba"ga" CoiDaee J“'“:a CICPEEN RIELTED Orang 50 50 75,000,000 50 75,000,000 50 75,000,000 50 75,000,000 50 75,000,000 250 375,000,000| Bidang Pemberdayaan Sosial | Kab.Kukar
o pesel
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan lzin | ‘
2 | 1 |Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan U“a':: da::,:ngc’s'a‘“s‘ engumputan Orang 50 50 75,000,000 50 75,000,000 50 75,000,000 50 75,000,000 50 75,000,000| 250 375,000,000| Bidang Pemberdayaan Sosial | Kab.Kukar
Uana atau Barana
Pengembangan Potensi Sumber
2 Kesejahteraan Sosial Daerah Jumlah PSKS yang dikembangkan Orang 70 70 775,000,000 70 625,000,000 70 625,000,000 70 625,000,000 70 625,000,000 350 3,275,000,000| Bidang Pemberdayaan Sosial | Kab.Kukar
Peningkatan Kemampuan PotensiPekerja |
2 | 1 [sosial Masyarakat kewenangan umiah Pekerja Sosial Masyarakat yang Orang 50 50 125,000,000 50 125,000,000 50 125,000,000 50 125,000,000 50 125,000,000 250 625,000,000| Bidang Pemberdayaan Sosial | Kab.Kukar
ditingkatkan Kemampuanya
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga
Jumlah TKSK yang ditingkatkan
2 | 2 [Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan | " =" /™! " Orang 20 20 200,000,000 20 200,000,000[ 20 200,000,000 20 200,000,000 20 200,000,000 100 1,000,000,000 Bidang Pemberdayaan Sosial | Kab.Kukar
Kabupaten/Kota pueny
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber | " i
2 | 3 |Kesejahteraan Sosial kelembagaan Ki':‘“:m - :E'" agaan yang ditingkatkan( o aga 20 20 400,000,000 20 250,000,000 20 250,000,000 20 250,000,000{ 20 250,000,000{ 100 1,400,000,000| Bidang Pemberdayaan Sosial | Kab.Kukar
Kewenanaan Kabuoaten/Kota piany
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya o Lot P
2 | 4 [Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi K‘;’;:m 'j'a“naag”a"g tingkatkan Lembaga 1 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000, 5 250,000,000| Bidang Pemberdayaan Sosial | Kab.Kukar
Keseiahteraan Keluaraa (LK3) pueny
PROGRAM PENANGANAN WARGA Presentase Warga Negara Migran ] ]
NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK Korban Tindak Kekerasan yang Persen 100 100 50,000,000( 100 50,000,000( 100 50,000,000) 100 50,000,000( 100 50,000,000( 100 250,000,000 Ke‘“‘“"":;‘g;e"a"""as‘ Kab.Kukar
KEKERASAN mem| tas Pemula
Warga Negara igran
Korban Tindak Kekerasan dari Titik Jumlah Warga Negara Migran Korban
2 i di Daerah /Kot: Tindak Kekerasan yang memperoleh Orang 5 5 50,000,000, 5 50,000,000 5 50,000,000, 5 50,000,000 5 50,000,000 25 250,000,000|  Bidang Rehabiltasisosial | Kab.Kukar
untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Fasilitas Pemulangan
o
Fasiitast Pemulangan Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi |/2™/2" Warga Negara Migran Korban Tindak
2 ‘ Kekerasan yang dipulangkan Ke daerah Orang 5 5 50,000,000, 5 50,000,000 5 50,000,000 5 50,000,000 5 50,000,000 25 250,000,000|  Bidang Rehabiltasi Sosial | KabKukar
di Daerah Kabupaten/Kota untuk ssangs
dinulanakan ke D Asal
Presentase PMKS yang memperoleh Kepala Bidang Rehabilitasi
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL P Persen 100 100 1,765,000,000( 100 1,810,000,000( 100 1,810,000,000( 100 1,810,000,000( 100 1,810,000,000( 100 9,005,000,000 Kab Kukar
layanan Rehabilitasi Sosial (SPM) Sosial
Jumlah Penyandang Disabilitas
i Sosial Dasar Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Terlantar, serta Gelandangan
2 e " e g Orang 200 200 1,075,000,000( 200 1,200,000,000( 200 1,200,000,000( 200 1,200,000,000( 200 1,200,000,000 1000 5,875,000,000( Bidang RehabiltasiSosial | Kab.Kukar
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan | Pengemis di Luar Panti Sosial yang
Pengemis di Luar Panti Sosial memperoleh layanan Rehabilitasi
Sasial
Jumlah P Banty P k:
2 | 1 [Penyediaan Permakanan d“a"'a'f“pr:::s”::a;ﬂ(::" ermaianan Orang 200 200 400,000,000( 200 500,000,000 200 500,000,000 200 500,000,000 200 500,000,000 1000 2,400,000,000|  Bidang Rehabilitasi Sosial | Kab.Kukar
Jumlah Penerima Bantuan Sandang dal
2 | 2 |Penyediaan Sandang D“rzzs enerima Banfuan >andang dalam Orang 200 200 150,000,000 200 150,000,000 200 150,000,000 200 150,000,000 200 150,000,000 1000 750,000,000|  Bidang Rehabilitasi Sosial | Kab.Kukar
2 | 3 |Penyediaan Alat Bantu i:;";zn;?e”maA‘E‘Ba"‘“da‘ampmses Orang 100 50 200,000,000{ 100 200,000,000{ 100 200,000,000{ 100 200,000,000] 100 200,000,000{ 450 1,000,000,000| Bidang Rehabilitasi Sosial | Kab.Kukar
P i ifi
2 | 4 |Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | UT"2" Penerima layanan Reunifikasi Orang 50 50 125,000,000 50 150,000,000 50 150,000,000 50 150,000,000 50 150,000,000{ 250 725,000,000  Bidang Rehabiltasi Sosial | Kab.Kukar

Keluarga dalam proses
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Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual,

Jumlah Penerima bimbingan Sosial dalam

5 : Orang 50 50 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000{ 450 500,000,000(  Bidang Rehabiltasi sosial | Kab.Kukar
dan Sosial proses
Jumlah Py ima L Rujukan dal
12| Pemberian Layanan Rujukan p“rzzs ’E::‘I:‘:S‘ ayanan Rujukan dalam Orang 500 500 100,000,000 1000 100,000,000 1000 100,000,000 1000 100,000,000| 1000 100,000,000| 4500 500,000,000|  Bidang Rehabiltasi Sosial | Kab.Kukar
Tah P Masalah
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah |2 Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya G S (L) LT
o 690,000,000 50 610,000,000 50 610,000,000 50 610,000,000 50 610,000,000 250 3,130,000,000|  Bidang Rehabiltasisosial | Kab.Kuk
Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di :?:an I(Pmb?ns HI.VI/AIDS dan NAPZIA\h rang 50 50 Bidang Rehabilitasi Sosial ab.Kukar
———— i Luar Panti Sosial yang memperolel
lavanan il i Sosial
2 | Pemberian Layanan Kedaruratan Jumiah Penerima Layanan Kedaruratan Orang 50 25 75,000,000 50 75,000,000 50 75,000,000 50 75,000,000 50 75,000,000 225 375,000,000|  Bidang Rehabilitasi Sosial | Kab.Kukar
dalam proses rehabilitasi
Jumlah P B: P ki
3 | Penyediaan Permakanan umlah Penerima Bantuan Permakanan Orang 50 100 200,000,000] 100 120,000,000 100 120,000,000 100 120,000,000 100 120,000,000 500 680,000,000|  Bidang Rehabilitasi Sosial | Kab.Kukar
dalam proses rehabilitasi
Jumlah P B: Sand. dal
4 | Penyediaan sandang p“r:; s antuan sandang dalam Orang 50 50 80,000,000 50 80,000,000 50 80,000,000 50 80,000,000 50 80,000,000 250 400,000,000|  Bidang Rehabiltasi Sosial | Kab.Kukar
lah P Alat B: .
5 | Penyediaan Alat Bantu Jr::; :”“:5:‘9”'“3 at Bantu dalam proses Orang 50 30 60,000,000 30 60,000,000 30 60,000,000 30 60,000,000 30 60,000,000 150 300,000,000|  Bidang Rehabiltasi Sosial | Kab.Kukar
Pembs Bimbi Fisik, Mental, Spiritual, [Jumlah P ima bimbi Sosial dal;
7 |empenian Bimbingan Fist Mental, spintual, | Jumiah Penerima bimbingan sostal dalam Orang 20 50 100,000,000 50 100,000,000 50 100,000,000 50 100,000,000] 50 100,000,000{ 250 500,000,000( Bidang Rehabilitasi Sosial | Kab.Kukar
dan Sosial proses rehabilitasi
lah P [t Re fik:
12 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | ~™'2" Penerima layanan Reunifikasi Orang 50 40 100,000,000 40 100,000,000 40 100,000,000 40 100,000,000 40 100,000,000 200 500,000,000|  Bidang Rehabiltasi Sosial | Kab.Kukar
Keluarga dalam proses rehabilitasi
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan | S
14 | dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial o ,:h:::t':;z"m embaga dalam Dokumen 4 2 75,000000( 2 75,000000( 2 75,000,000 2 75,000,000 2 75,000,000 10 375,000,000|  Bidang Rehabiltasi Sosial | Kab.Kukar
Kabupaten/Kota s
Presentase PMKS yang memperoleh
layanan Perlindungan dan Jaminan Persen 77 80 85 % 95 100 100 Kab Kukar
Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN d 9,373,600,000 9,268,600,000 9,268,600,000 9,268,600,000 9,268,600,000 46,448,000,000 | K€P2l2 Bidang Perlind
JAMINAN SOSIAL dan Jaminan Sosial
k i ial bagi
Cakupan Layar.narr Jaminan Sos{a bagi Persen Na 100 100 100 100 100 100 Kab.Kukar
Masyarakat Miskin non Potensial
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Jumiah Anak Anak Terlantar yang Anak 25 25 300,000,000 25 300,000,000 25 300,000,000 25 300,000,000 25 300,000,000 125 1,500,000,000 ®192M8 Perlindungan dan .
Terpelihara Jaminan Sosial
1 |Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar yang dijangkau Anak 25 25 300,000,000 25 300,000,000 25 300,000,000[ 25 300,000,000{ 25 300,000,000[ 125 1,500,000,000| fa":l:ga:es:‘;‘:‘“”ga" 9N kab Kukar
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cak Jumlah data Faki i
engelolaan Data Faldr Miskin Calapan | Jumlah data Fald Dokumen 2 2 9,073,600,000 2 8,968,600,000 2 8,968,600,000 2 8,968,600,000 2 8,968,600,000( 10 44,948,000,000| B192N8 Perindungandan |y
Daerah Kabupaten/Kota dikelola Jaminan Sosial
Pendataan Fakr Miskin Cakupan Daerah |, .\ o\ men Pendataan Fatir Miskin Dokumen 2 2 250,000,000 2 400000000 2 400000000 2 400000000 2 400,000,000( 10 1,850,000,000| B2ne Perlindungan dan |
Kabupaten/Kota Jaminan Sosial
P lol. Data Fakir Miskin Caki Jumlah Puski Rekonsil
2 |engeoiaan bata faidrMiskin Cakupan umiah anggota Puskessos Rekonsilast Orang 474 474 420,000,000 474 500,000,000 474 500,000,000 474 500,000,000 474 500,000,000 2370 2,420,000,000| P2N8 Perlindungandan |,
Daerah Kabupaten/Kota Pemutakhiran DTKS Jaminan Sosial
Fasilit: Bantt Sosial Ke hte Jumlah PMKS leh B: if i
astiitas Bantuan sosial Resejanteraan L yang memperoleh Bantuan Orang 0 2639 7,943,600,000] 3000 7,843,600,000| 3000 7,643,600,000| 3000 7,643,600,000| 3000 7,843,600,000 3000 39,318,000,000| ®192"E Perlindungandan 1.,y
Keluarga Sosial Keluarga Jaminan Sosial
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Jumlah PMKS yang menerima Fasilitas Orang 0 50 460,000,000 50 225,000,000 50 225,000,000 50 225,000,000 50 225,000,000 250 1,360,000,000) Bidang Perlindungan dan Kab.Kukar
ekonomi Jaminan Sosial
Kepala Bidang Penanganan
Presentase Korban B
PROGRAM PENANGANAN BENCANA ‘e'::'ga:? orban Bencana yang Persen 100 100 625,000,000 100 725,000,000{ 100 725,000,000 100 725,000,000 100 725,000,000 100 3,525,000,000| Bencana dan Pengelolaan | Kab.Kukar
T™P
Perlindi Sosial Korban B Alam [Jumlah Korban Bencana Alam d i
erlindungan Sosial Rorban Bencana Afam | Jumiah Korban Bencana Afam dan Keluarga 1500 1500 425,000,000/ 1,500 525,000,000 1,500 525,000,000 1,500 525,000,000 1,500 525,000,000| 7500 2,525,000,000|  DidengPenanganan |
dan Sosial Kabupaten/Kota Sosial penerima perlindungan Sosial Bencana
1 |Penyediaan Makanan Jumiah Penerima Bantuan Permakanan Keluarga 1500 1000 300,000,000{ 1500 300,000,000{ 1500 300,000,000{ 1500 300,000,000] 1500 300,000,000] 7000 1,500,000,000|  BidangPenanganan o
dalam masa tanggap darurat bencana Bencana
Jumlah P B: Sand. dal i
2 |Penyediaan Sandang umlah Penerima Bantuan Sandang dalam Keluarga 1500 1000 125,000,000 1500 125,000,000 1500 125,000,000 1500 125,000,000{ 1500 125,000,000{ 7000 625,000,000  CidanE Penanganan
masa tanggap darurat bencana Bencana
Penyediaan Tempat Penampungan Jumlah Penerima Bantuan Penyediaan Bidang Penanganan
3 ! Tempat Penampungan dalam masa tanggap |  Keluarga 0 0 | 100 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 400 200,000,000 8 Penang; Kab.Kukar
Pengungsi darurat hencana Bencana
Jumlah Penerima Bantuan Dukungan P
5 | Pelayanan Dukungan Psikososial Psikososial pasca masa tanggap darurat Keluarga 0 0 - 50 50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 200 200,000,000 ! a”’ée:c":n":a"a” Kab.Kukar
hancana
Penyelenggaraan Pemberdayaan Jumlah Desa/ Kelurahan yang
! Desa/ Bidang Penanganan
terhadap dalam 4 1 200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 5 1,000,000,000 Kab.Kukar
Kelurahan Bencana
Bencana /Kot Bencana
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelak i i
] oordinasi, : osialisasi dan Pelaksanaan Jumlah Desa/kelurahan peserta sosialisasi Desa/ 4 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 5 500,000,000 Bidang Penanganan Kab.Kukar
Kampung Siaga Bencana dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kelurahan Bencana
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelak Jumlah T: Siaga B i
, | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan umlah Taruna Siaga Bencana yang Orang 25 25 100,000,000 25 100,000,000 25 100,000,000 25 100,000,000 25 100,000,000 25 500,000,000  BidangPenanganan oy,
Taruna Siaga Bencana diberdayakan Bencana
Kepala Bidang Penanganan
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN
Presentase TMP yang di kelola Persen 100 100 200,000,000 100 200,000,000 100 200,000,000 100 200,000,000 100 200,000,000 100 1,000,000,000| Bencana dan Pengelolaan | KabKukar
MAKAM PAHLAWAN ™P
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan - .
Noctonal Jumlah TMP yang dipelihara Lokasi 4 4 200,000,000 4 200,000,000 4 200,000,000 4 200,000,000 4 200,000,000 20 1,000,000,000( 5.y pengelofaanTap | 25Kk
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman
K pahl N | Kabupaten/Kot Jumlah TMP yang direhabilitasi Lokasi 4 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 500,000,000 Kab.Kukar
Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Seksi Pengelolaan TMP
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
2 jumlah TP yang dipelihara Lokasi 4 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100000000 4 500,000,000 Kab Kukar

Nasional Kabupaten/Kota

Seksi Pengelolaan TMP

TOTAL

23,750,520,794|

23,837,076,495

23,762,076,495

23,762,076,495

23,762,076,495

118,873,826,774
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, ¥ Unit Kerja Perangkat
Tujuan sasaran Kode Progrem, Kegiates, Kegiatan,danSub | Satuan “‘“":“ 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Dacrab Lokasi
Kegiatan (output) r Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
vga. Kendaraan atau yang SubsgUmumdan
1]6)1]21|2 Lapa s Umit 54 o -] o o o o o o o o o 0| WA RN Ter
1| 6| 1| 21| 6 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Juman Perdatan dan mean yang diadatan Umt 10 19536714 10 49500000 10 42950000 10 2950000, 10 42950000 50 191336.714)  Spmeeimumain Ter
1]6f1|21f0y s B umanSarans dan Prazarana Gedung Unit 16 o 4 o o o o o o o o o of ISiENmumden Ter
Jasa jang Urusan i e
1|6|1]21 e |Penunjang Urusan Pemerintahan Bulan 2 12 767.586.698| 12 767586698 12 767586.698| 12 767586698 12 767586698 12 3.837933.490 Sieumiman Ter
Deecati Daerah i
1| 6| 1]|21] 1 |Penyediaan Jasa Surat Menyurat JumanSurat Menyurat Bulan 12 12 229,000 12 2209000 12 229,000 12 2200000 12 220900 12 11,495,000  SymElmamas Ter
Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Ardan  |1umianwatts penyediaan ja tamunitaa, Subsgumumaan .
tlef1]21] 2] o8 s d e s s Buian 12 2 19223174 12 18230074 12 193239174 12 193239174 12 198230174 12 966,195,870  “uniEumurer &
1| 6| 1]21]| a|Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan 122 Tenaga Pendutung nan PHS. Bulan 12 12 572048524 12 52048524 12 572048524 12 572048524 12 572048524 12 2.860.242.620| ‘z“::"s.“:‘::" Ter
e Z [Persentase Pemelinaraan barang milik st
Daerah Penunjang : 5 ubagumumaan
1fefaf2af o= il :nm. penunjang unisan pemerintah | Persen 100 100 127.000,000] 100 158.412000, 100 158.412.000 100 158.412.000| 100 158.412.000( 500 760.648.000(  Sybreurumdr Ter
Jasa Baya Pararangan Dinas atau i
1| 6| 1| 21| 1 |PaakKendaman Perorangan Dinas atau Kendaraan Fendaraan Dinss 1abatn yang mendapatian Umt 54 49 70000000 4 90,180,000 49 90180000 49 90,180.000] 49 90,180,000 245 430,720,000 eI Ter
Dinas Jabatan Pemenaraan Biaya Pemenharaandan Py at
Jasa Baya anu
1] 8| 1|21 2 |Paak dan Perzinan Kendaman Dinas Operasional tau [Lagangan yang mendagatian Pemelinaraan [ 5 s 25000000 5 340100000 5 3401000| 5 34010000 5 34010000 25 161,040,000  SyEdmeman Ter
Lapangan Bizya Pemeninaman Pgat dan Penzinan
1| 6| 1| 21| 6 |Pemeiinaraan Peralatan dan Mesin Lainnya L'I‘;'::::’"""" dan Mesin Lunnyayang Unit 24 12 32000000 12 220000 12 3422000 12 322000 12 u2200 6 168,888,000  Syslmumdan Ter
Pemeiharaan/Renabiitas Gedung Kantor dan JumanGedung Fantar dan Bangunan Lunnya Subsgumumasn
T[8] "] 2" | ° [angunan Lainnya yang dipeiinard renabinaz Yt 10 12 3 = g 22 s [ L 9 O restatzaman Tr
= Tamar
Pemeiinaraan/Rehabiitasi Sarana dan Prasarana Subsgumumaan
1[6]1]21]10 Sarios atar iy dan Bangunan L nnya yang Unit 16 12 -2 o 12 o 1 o 12 of 0| ottt Ter
Meningkatkan
Penanganan
Presentame PMKS yang te rtangani
ol S s T Persen 9.5 9433 955 9667 97.83 13.013.600.000 99 99 Kemh Dims ranar
Masalah Damarnya
Kesejahteraan
sosial
1|6]2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL e [ e bt [ 2 86 925,000,000 88 775.000000 %0 700.000.000( 92 700,000,000 94 700000000 54 3.800.000.000( MRS | panusar
1|e6f2| 2 ::;'“""‘s"”" Komunitas AdatTerpencl | ;y1ah KAT yang diberdayakan Lembaga 6 6 75.000.000, 6 75.000000, & o o ol o o o 150,000,000 Fn8 FEArSI |y pusa
1]6[ 2| 2 | 1 |Fasiitasi Pemberdayaan Sosal KAT ;"':1::.’::"""“"" Téifseiang Famunits 6 6 75000000 6 75.0000000 6 o & o 6 o 6 150,000,000( hne Fererdnan |y g,
i e|z]iz ]| o ay dday Deersly st Lot s st L eroraoun] Orang 50 50 75.000.000 75.000000 50 75000000 250 Ll LU | e
Koodinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Juman Pess ta Somaniza Pengumpulan Lang Siderg pemberdiysan utar
HE ] B2 2 semmimsgees gttt S Orang 50 50 75000000 50 75.000000 50 75000000 50 75.000000] 50 75,000,000 250 375,000,000 Paibe Fabxut
Potensi i Sosial| .
1|6|2| 2 2 Pt Jumiah yang Orang 70 70 775.000,000, 70 625.000000{ 70 625,000,000 70 625000000 70 625.000.000] 350 3.275,000,000| FRUETEIIIREIY |y purar
1| 6 |2 |szs| o] NEOEERNEnanpEn Possnt Pekaja Sou lostah PategaSonat Mammealitinty Grang 50 50 125000000 50 125,000,000 50 125000000 50 125000000 50 125000000 250 625,000,000| BN FEmbSTSIID | g purar
1ls]2|2]2 ;‘:I"'" Xemampan Posens! Tensga Kaefahiiasasnyiunsiu TESE yany disngiatian Ciang 20 20 200000000 20 2000000000 20 200000000 20 20 100 1.000.000,000( ERHE Femberssan |y,
Potens Sumber N
1|le|2| 2|3 Sosial Py Lembaga 20 20 400000,000( 20 250,000,000 20 250000000 20 20 100 1.400.000,000) SSnEfemberian | pyy purar
Kewsnancan Kabuoaten/Kon
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusa dan % .
1] 6| 2| 2 | 4 |Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga |!“™2" Lemi2gayang dungtatian Lembaga 1 1 50000000 1 50.000.000 1 50000000 1 50000000 1 0000000 5 250,000,000| R FEmberaIn |y putar
1a3)
Presentase Warga Negara Migran
PROGRAM PENANGAN AN WARGA NEGARA Kepai
1|6|3 ey Korban mu:::-. yang Persen 100 100 50.000.000( 100 50.000.000, 100 50.000.000( 100 100 100 i Eabxuar
il Tigran Korban Tindak 11 n Warga Negara Migran Korban
1)6/3| 2 Dty Tindak Kekerasan yang memperoleh Orang B 5 50000.000 5 50.000000, 5 50.000.000 5 50.000000( 5 50,000000 25 250.000,000| B3ang pematiftasiscsal | Kav.Kutar
‘Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Fasilitas angan
AT TG g ET ROTOET - pezr
£ Jumantvargs Negara Migran Karban Tindat
x| 8| 3|12 o] Tndakkekerasaniad TRR D“"'“: Dactshy Feteraman Fedacran Orang o 10 50000000 10 50000000 10 50000000 10 50000000 10 0000000 %0 250,000,000| Edangrenstibtasisedal | Favrurar
205 -~ s
terlantar, anak terlantar, lanjut usia ; P
1|64 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL terlantar dan gelandangan pengemis Persen 100 100 1 100 1 100 1 100 100 100 9, Fepe "';:_’f""‘" Kab.gutar
yang terpenuhi kebutuhan dasamya
Jumiah Penyandang Disabilitas
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas  |Terlantar. Anak Terlantar, Lanjut Usia
1|6|4| 2 Terlantar, Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta | Terlantar. serta Gelandangan Pengemis | Orang 200 200 1,075.000,000 200 1.300,000.000| 200 1 200 1 200 130,000,000 1000 6.275.000.000| saang pebstifsesiscdal | FabKutar
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial di Luar Panti Sosial yang memperoleh
Iayanan Rehabilitasi Sosial
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

. 2 Data Capaian
Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, A it X
Frogram, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Program (outcome), Kegiatan, dansub | Satuan Awal 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Akhil Deexah Lokasi
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 | Penyediaan Permakanan [JumanPenenma Bantan Pematanan ddam| - o 200 200 400000,000( 200 600,000,000 200 600000,000 200 600,000,000 200 600,000,000 1000 2.800,000.000( Basnghenatinziscdal | Kabrutar
2 | Penyediaan Sandang st Sash i iantin Sauding duam Crang 200 200 150000000| 200 150,000.000] 200 150000,000[ 200 150,000,000| 200 150,000,000 1000 750,000,000| Gaang pepatitaziscdal | kabxutar
3 | Penyediaan Alat Bantu ‘:"";"' ":“""“ Mathonty daom sy Orang 100 =) 200000.000( 100 200,000,000 100 200000,000[ 100 200,000,000 100 200,000,000 450 1.000.000.000| Gasng hemstistssisodal | Fabxutar
4 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 1At st Ins Ehaumiian Grang 50 s0 125000000 50 150000000 50 150000000 50 150000000 50 150,000,000 250 725.000,000| Gaang pepatisazisodal | Kabxutar
5 | Pemberian Bimbingan Fisik Mental, Spiritual dan Sosial |41 Penenma mmeingan Saxia daiam Orang 50 50 100000000| 100 100,000,000 100 100000000 100 100,000,000/ 100 100,000,000 450 500,000.000( B3angrebatifsssiscdal | Kabxutar
Jumah Penenma Layanan Rujutandaam x e e
2 Layanan Rusian sbriarienk Orang 500 500 1000 1000 1000 1000 4500 500,000,000 angrenstifssiscaal | kabxurar
Jumiah Masalah'
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
5 Sosial (PMKS) Lai Bukan Korban NAPZAdi| Orang 50 50 690.,000.000( 50 690.000.000, 50 690.000.000( 50 690.000.000| 50 690.000.000] 250 3.450.000.000| Gaangrenstiftaziscn | kabxurar
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Luar Panti Sosial yang memperoleh
Sosial
2 | Pemberian Layanan Kedaruratan ‘n ‘::::::::::’:"”‘“" feommtndaam ] ooy 50 25 75000000 %0 750000000 50 75000000 50 75000000 50 75000000 225 375.000,000| Gaang pepatibsasiscdar | Kavxutar
3 | Penyediaan Permakanan ‘n “'::"::::::l":"‘"""' Pematansa izl <2 ing 50 100 200000,000( 100 200,000,000f 100 200000000 100 200,000,000 100 200,000,000, 500 1.000.000.000| Baang penatiftazisodal | Kab.Kutar
4 | Penyediaan Sandang B s msiaaRdiy ditam Oiang 50 0 80000000 %0 20,000,000 50 80000000 50 20,000,000, 50 20,000,000 250 400.000,000| 53ang pehatitsaziscdal | Kabxutar
5 | Penyediaan Mat Bantu s ’:"‘"‘"“ SatBanty dalam gy Orang 50 30 60000000 30 60,000,000 30 60000000 30 &0,000000{ 30 60,000000 150 300.000,000| Gaang pepatifsasiscdal | Kavxutar
7 | Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial ['U™2" Penenma nmbingan Semial diam Orang 20 50 100000.000| 50 100,000.000{ 50 100000.000| 50 100.000.000{ 50 100,000.000{ 250 500.000.000| Baang pehatiftssiscdal | KabXutar
12 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Kehiarga ? ‘;"'":";‘1‘:,:: :;’:“.:n:'l‘".':';“ Orang 50 40 100000.000( 40 100.000.000{ 40 10Q000.000| 2 100.000.000| 40 100,000,000) 500.000.000| Basnghemstiftssisodal [ Kabxutsr
2 -
g | NB25ma antarLembaga da Xewitza s datam, :::’::Z:f:: L Datumen 4 2 75000000 2 750000000 2 75000000 2 75000000 2 75000000 10 375,000,000| sdang penstiiszi Sosal | Fab.Kutar
Presentase PMKS yang memperoleh |Er—
DAN Jaminan Persen 77 80 9373.600000( 85 | 9373600000 | 90 | 9373.600000 | 95 9373.600000 | 100 | 9.373600.000 | 100 | 46.868.000.000 |Perindungandan Fabrutar
Sosial Jaminan Sasisl
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar sy A nke Ayl Tertantar vy Anak 25 25 300,000,000 25 300,000.000( 25 300,000,000 25 300,000,000 25 300,000,000 125 1.500,000.000| > 2 Fabsutar
Terpelihara Jaminan Saziat
1 | Penjangiauan Anak-Anak Teriantar Juman fnat Tenant ryang djangtau Anat 25 25 300000000 25 300000000 25 300000000 25 300000000 25 300000000 125 1.500.000,000| >4°"% "< Fabsutar
| SRR Jumiah data Fakir misiin yang dikelola | Dokumen 2 2 9,073.600.000, 2 9.073.600000, 2 9.073.600.000 2 9.073.600000| 2 9.073.600000( 10 45.368,000,000 2 P Fabxutar
1| Pencatan FME RN Cabipan Dadray Juman Datumsn Pandataan Faur Mistin Datumen 2 2 2 2 2 2 10 1.770.000,000( = rabxutar
Jaminan Sazist
2| PerosicianDaa Falic Miin CatipanDasish e I I Orang 474 a7 420000000 472 500,000000 474 500000000| 474 500,000000 474 500,000000 2370 2.420,000,000| 275 P rabrutar
3 | Fasifitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga ;:':," THE e e Orang o 2639 7.943600.000| 2639 7.943.600000 2639 7.943600,000| 2639 7.943,600,000 2639 7.943,600,000| 13195 39.718,000.000( 5 "7 KabKutar
4 | Fasiitasi Bantuan Pengembangan Ekonom Masyarakat (1" ::';’:::::!:g;:::"“ Famtttex Orang o 50 460000000 %0 250,000000f 50 250000000| 50 250,000,000 50 250,000000) 250 1.460.000,000| >4°7% 7<% Kabxutar
MLl LU
Sosial yang terpenuhi kebutuhan Kepaia Bidarg
ANA Persen 100 100 625.000.000( 100 625,000,000 100 625.000.000| 100 625,000,000 100 625,000,000 100 3.125.000,000| Penanganan vabxutar
tanggap daruratbencana daerah danPengeioisen THP
Periindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Jumiah Korban Bencana Alam dan Bidang Pensnganan
ekt " Esbippis cingan Sasal | Keasa [ 1500 1500 425,000,000 1.500 425,000,000, 1.500 425,000,000 1.500 425,000,000| 1.500 425,000,000, 7500 2.125.000.000) i sabxutar
1 | Penyeciaan Makanan ‘"‘I‘:::::: " Pornuan Pematanan 42m | raunga | 1500 1000 300000,000 1500 300,000,000 1500 300000,000( 1500 300,000,000 1500 300,000,000 7000 1.500,000,000) FEPEE by punar
2 | Penyeciaan Sandang :’:’:;:;:: :':::':;:::h"’ i Faluarga 1500 1000 125000,000| 1500 125,000,000{ 1500 125000000 1500 125,000,000{ 1500 125,000,000{ 7000 625,000,000 """u:“:‘"_“"" Kab.Kutar
Juman Penenma Bantuan Pemyediaan Tem pat| Bidang P
3 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Penampungan duam masa tnggap darurat | Keluarga o 500 -| s00 o 500 o| 500 o 500 of 2500 of e ‘:‘.F‘" Kab.Kutar
[Tamian Fanenms Gnwian Dutungan
5 | Pelayanan Dukungan Psikososial Patasonsl pasca maza tnggap darurat rauarga o 200 - 200 o 20 of 20 o 0 o 1000 of FEmEieeEn nbkuar
mencana
Jamiah Desa/ Kelurahan yang
diberdayakan dalam kesiapsiagaan 4 1 200000,000, 1 200,000000f 1 200,000.000( 1 200,000000f 1 200.000000( 5 1.000000.000| ZenEPeenEEn |y,
terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota |3 %2 Kelurahan 5 Bencans
4 P Kampung Siaga Dear 8idang Pensngenan
1 B o olalassann Kanpi Saga lsrcaca Tl canan. 4 1 100,000,000 1 100,000,000} 1 10Q,000,000| 1 100,000,000} 1 100,000,000} 5 500,000, 000 e Kab.Kutar
Taruna Sa. dang Penanganan
2 o nmmae P Crang 25 25 100000000| 25 100000000 25 100000000 25 100000000 25 100,000000| 25 500.000.000| FnEPENn |y purar
B A D e Kepsia Bidang
EATRANRN TN Presentase TMP yang di kelola Persen 100 100 200.000.000( 100 200,000,000, 100 200.000.000| 100 100 100 1.000.000.000| Pensngansn Eabxutar
dan Pengeiolsan TMP
Nasional
Jumiah TMP yang dipelihara Lokasi 4 4 200.000.000( 4 200,000000, 4 200000000 4 200,000000, 4 200.000000{ 20 1.000.000.000| <.y pongioionn TP |F20KEESE
1 ﬁ‘ ﬁ"’;‘s‘f"“‘ ‘:‘ Prasarmna;Tamn s om JumanTh Pyang direhaiise: ot 4 4 100000000 4 100,000,000 4 100000000 4 100000000 4 10000000 4 500,000,000 P
ahlavan Nasional Kabupaten/Kota Seksi Pengelolsan TMP
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Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2 Data Capaian
~ Indikator Kinerja, n.l:.., Sasaran, pada Tahun

Tujuan sasaran Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Program (outcome), Kegiatan, dansub | - Satuan 2022 2023 2024 2025 2026 Kondi: i ; Lokasi

Target ”p Target ”p ”p Rp Target ”p
1]el7| 2 | | Semaharman Taran Makem Pablawen iasionat umian T MPyang d painara lata 4 4 100,000,000 a 100,000,000] 100,000,000| 100000000, 4 500,000,000| Kabxutar
Kabupaten/Kota Seksi Pengelotaan TMP
TOTAL 23.750,520.794) 23.762.076.495| 23762.076.495 23762076495 118.873.826.774)
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Sebagai sebuah alat ukur keberhasilan maka indikato nerj

haruslah mampu mengukur dan menampilkan informasi secara jelas
dan spesifik. Dengan demikian indikator harus memenuhi kriteria
spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan antara yang diukur dengan
alat yang digunakan dan berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD, dan
memiliki batasan waktu yang jelas. Batasan waktu ini dapat disajikan
dalam kurun waktu tahunan atau lima tahunan. Adapun indikator
kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kabupaten Kutai Kartanegara seperti ditampilkan pada tabel berikut ini:
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Tabel 6.1 N4
Indikator Kineja yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJ
Review '

Tahun 2021 - 2026

Kondisi

KONDIS! TARGET KINERJA PADA TAHUN K":jga

NO INDIKATOR KINERJA EKSISTING pad
akhir

periode

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Rp;MD

A. | Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial setingkat Impact

Predikat Akuntabilitas
1 | Kinerja Perangkat Daerah 74.8 76.0 78.0 79.0 81.0 82.0 84.0 84.0
(Nilai)

Cakupan Penanganan
Penyandang Masalah
2 | Kesejahteraan Sosial dalam 93 94 94 96 97 98 99 99
Pemenuhan Kebutuhan
Pelayanan Dasar (persen)

B. | Indikator Kinerja Program setingkat Outcome

Predikat Penilaan
1 | Akuntabilitas Kinerja Dinas BB BB BB BB A A A A
Sosial

Presentase PSKS yang

diberdayakan 84 84 88 90 92 94 94 94

Presentase Warga Negara
Migran Korban Tindak

3 Kekerasan yang N.A N.A 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100%
memperoleh Fasilitas
Pemulangan
Presentase PMKS yang
4 | memperoleh layanan 85% 90% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100%
Rehabilitasi Sosial
Presentase PMKS yang
memperoleh layanan
Perlindungan dan Jaminan
Sosial

Cakupan Layanan Jaminan
6 | Sosial bagi Masyarakat N.A 100 100 100 100 100 100 100
Miskin non Potensial

74 77 80 85 90 95 100 100

p K
; | PresentaseKorban 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Bencana yang tertangani

Cakupan TMP yang di 4 4 4 4 4 4 4

kelola Lokasi | Lokasi | Lokasi | Lokasi | Lokasi | Lokasi | Lokasi 4 Lokasi
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rumusan indikator kinerja perangkat daerah yang secara
langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat
Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana

dalam Tabel. 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kineja yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD
Review
Tahun 2016 - 2021

Rencana Strateqes Pinayg Soxial 2021 -,




Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
TAHUN 2016 S/D 2021

Target Capaian Setiap Tahun

Tu Indikator s an Indikator Kondisi disi Kinerja
Perangkat Tuguan Perangkat = an Program oy tor Cara Hitung Kegiatan Indikator Kegiatan Sh pada 2016 pada Akhir
h Perangkat =h Perangkat Program Axval Periode) Periode RPJM
Daerah Daerah RPIMD 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya Predikat Meningkatnya |Predikat
t i il tra i ili
dan kinerja dan kinerja Dinas
akuntabilitas akuntabilitas i
kinerja kinerja Di 70 70 74 76 78 7 79
pembangunan Sosial
Pel pshntor;n yang
Administrasi inistrasi dilaks 1o
=k an dibagi total
layanan %% 100 100 100 100 100 100 100
perkantoran
dikali 100
1|Penyediaan Alat Tulis Jumilah alat tulis
Kantor kantor yang Jenis as as as as 70 70 275
disediakan (jenis)
2 xy el Komp P
Instalasi Instalasi Listrik = _
Listrik/P (Genis) Jems 2y 11 11 13 20 20 7S
Bangunan Kantor
3|Penyediaan Jasa Jumlah tenaga THL/
admimnistrasi Teknis non PNS yang Bulan a9 a9 a9 a9 12 12 171
Perkantoran dibayar (OB)
4| Penyediaan Jasa Jumlah perizinan
1ih dan kend dinas/
Kendaraan Dinas/ operasional yang Unit 44 aa 29 aa S0 S0 217
Operasional dibayar/
diperparjang (unit)
S|Penyediaan Jasa Jumilah tenaga
(©B) Bulan 12 320 320 320 12 12 o984
6 v ed Jasa Perbail Jumlah
Peralatan Kegja Kerja yang diperbaild Jenis 3s 1s 1s 1s 40 40 125
(Jenis)
7 yeds Bahan Jumlah Bahan
dan Per. n Per (eksemplar) | opcemplar 1825 1825 1soe | 1so0s 1800 | 1800 2041
undangan
8 1y el ang
Cetakan dan d Genis) Jenis 7 a a 7 10 10 3s
° yed: Bahan Logi Jumilah bahan
Kantor g i Mo Jenis 34 20 20 20 20 20 100
(enis)
10| Penyediaan Makanan dan Jumlah makanan
b dan minuman (porsi) porsi 771 200 200 200 500 500 1600
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Target Capaian Setiap Tahun

Tus Indikator s an Indikator Kondisi JassasaEe e
Perangkat P;:nj R gm&m( Perangkat p:_e'::’;’:t Program l;:rd‘ktog'amm Cara Hitung Kegiatan Indikator Kegiatan Axwwal];m?;:: 2016 pada Akhir
ah Daerah ah. Daerah RPIJMD 2017 2018 2019 2020 2021 e
11|Penyediaan Jasa surat Jumlah Surat (buah)
Menyurat buah 4500 900 900 900 700 700 4100
12| R apat K« di idan rapat
Konsultasi kedalam dan koordinasi dan
keluar daerah konsultasi ke dalam OH 350 350 350 350 300 300 1650
dan ke luar daerah
(OH)
13| Penyediaan Jasa Jumlah r
Komunikasi, Sumber Daya |listrik, air, telepon
Air dan Listrik dan internet bulan 12 12 12 12 12 12 60
(rek/biln)
14| Per Arsip Perangk Arsip yang
Daerah tertata arsip o o o S00 1000 1000 2500
= iah
sarana dan prasarana perkantoran
prasarana perkantoran dalam kondisi
dal kondi baik dil i %% 60 75 80 85 20 95 9s
baik jumlah seluruh
sarana prasarana
dikali 100
1|Pemelharaan Rutin/ Jumlah kendaraan
Berkala Kendaran Dinas dinas operasional Unit s as az as 6o 6o nas
Operasional funit)
2| Pemeliharaan Rutin/ Jumlah
Deknln Perlengh o sy Jenis 3s s s s 10 10 3s
Gedung Kantor Gedung Kantor
(Jenis)
3|Lanjutan b Panti Sosial
Panti Sosial a Penyand
Disabilitas Disabilitas yang Unit 1 o o o 1 o 1
selesai dibangun
funit)
A Rehabikic edang/ Berat a
Gedung Kantor kantor yang direhab Unit 4 o o o s 5 i0
funit)
= a Teend
Dinas Operasional dinas operasional Unit a3 o o 1 1 o 2
funit)
6 ol Perl ek
Gedung Kantor perlengkapm gedung ens _— o % & 50 16 30
kantor (jenis)
7 |Pemeliharaan Rutin/ Jumilah gedung
Berkala Gedung Kantor kamor yang Unit 12 s s s s 3 25
dipelihara (unit)
8|Rehab Berat Taman Jumlah Taman
Makam & b, 4 o o 2 2 2 6
yang direhab
9| Peringatan Hari-hari Besar |Jumlilah peringatan
Nasional inglkup tugas hari hari besar Kgiatan s s s s 1 1 17
Dinas Sosial nasional (kegiatan)
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Target Capaian Setiap Tahun

Tus Indikator s an Indikator Kondisi disi Ki e
Perangikat P;:n-‘ s gcaimt Perangicat P:':nm;:t Program I:rdﬂ“eog_amm Cara Hitung Kegiatan Indikator Kegiatan Axwwjg:: 2016 pada Akhir
et Daerah ah, Daerah RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 e RE
10 hh M M
Perjuangan Merah Putih Perjuangan dan
dan Taman Makam Taman Makam Bulan 3000 3000 3000 3000 10 10 9020
Pahlawan Pahlawan yang
dipelihara (m2)
Pr lah surat
ingk P peri tahun
disipli P an N-j surat
disipli peringatan tahun
n - 1 dibagi
jumilah surat surat o o o o o o o
peringatan tahun
N - 1 dikali 100
1 o K Dmas
beserta Perleng} a per
pakaian dinas 125 stel o o] Le] o 125 o 125
stel
Program rata-ratanilai |Jumlah nilai SKP
peningkatan kinerja SKP tabunan dibagi
kapasitas jumlah ASN nilai 84 8s 8s 8s 86 86 86
sumber daya
aparatur
1 1 e i SDM
SDM Instruktur Instruktur
hebilitasi Vokasinal dan hebilitasi orang o o o o 12 12 24
Pelayanan Sosial Vokasional (orang)
2| Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah SDM yang
Formal bagi SDM Aparatur dnmg;katkan o o o o o a a 16
kapasitasnya (orang) e
3|Fasilitasi Tim BEKIAS Jumlah Anggota Tim
Perangkat Daerah Bekias OPD yang orang o o] 20 20 20 17
terfasilitasi
4| Penyusunan Dokumen Jumilah Dokumen
Kepegawaian dokumen o o o o 2 2 75
Tingh Jumlah kegiatan
inglka T i i Renja Tahun N
P b dan yang sesuai
sistem Renja dengan Renstra
pelaporan dibagi j
capaian kinerja kegiatan Renja % 100 100 100 100 100 100 100
dan keuangan Tahun N dikali
100
1|Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen
dalian dan |lap i
Evaluasi Kinerja dan dokumen 10 2 2 7 8 8 27
Keuangan
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Target Capaian Setiap Tahun

9 Indikator Indikator Kondisi T 3
T = Sasaran o < ry Kondisi Kinerja
it Tujuan " sasaran Progr Indikator Soratiit s < < Kinerja pada N T peiis 2
& =) Perangkat & = Perangkat Program 4 Awal Periode] iode
Daerah Daerah RPIJMD 2017 2018 2019 2020 2021
2| Pengelolaan Data Kinerja | Data pemeriu
Penyelenggaraan pelayanan dan
Kesegjahteraan Sosial penerima t
peny a o o o o a a s
kesejahteraan sosial
18 kecamatan
3| Pem; D
Strategis Dinas  Sosial dokumen 1 o o 1 o o 1
4 1 iiasi lol D
Keuangan Daerah dokumen o 1 1 2
S 1 iiasi lol D
Barang Milike Daerah dokumen o 1 1 2
pelaporan yang
i ikan
aset tepat waktu
e P, % 100 100 100 100 100 100 100
dibagi jumlah
laporan dikali
100
1| Pengelolaan Arsip Internal |jumlah arsip
Pemerintah Daerah Keuangan perangkat .
daerah yang dikelola Z o O a a s = L
2| Inventarisasi BMD JmBlemg Do i 5018 1 1 2018
terinventarisir
Pr
penurunan (Inspektorat dan
temuan audit BPK) tahun N -
jumlah temman 2% o o o o 100 100 100
tabhun n - 1
dibagi jumlah
temuan tahun N -
1 dikali 100
1|pengendalian sistem Jumlah dokumen
pelap dan per P dals Saien
| jawaban keuangan an, & 12 Q2 a9 o
i i Jumlah PMKS
pengentasan | jumilah yang tertangani
kemiskinan penduduk PMKS Daerah |PMKS dibagi
dibawal garis PMES yang ada x % so s9.45 | €9.91 | 70.27 | 70.32 | 70.32 o
kemiskinan 100°%%6
Program Persentase Jumlah PMKS
Rehabilitasi PMKS yang yang tertangani
Sosial Bagi tertangani dibagi jumlah
PMKS PMKS yang
memerlukan %6 100 100 100 100 100 100
penanganan x
100%%6
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Target Capaian Setiap Tahun

Tuj Indikator s an Indikator Kondisi STz 2
Perangkat Tuguan Perangkat JasAran Program Jnducator Cara Hitung Kegiatan Indikator Kegiatan Kinezja pada 2016 da Akhir
=t Perangkat —h Perangkat Program Awal Periode] iode RPJMD
Daerah Daerah RPIJMD 2017 2018 2019 2020 2021
pelayanan rehabilitasi Jumlah anak dan
Psike ial di rpuan korban
perlindungan dan Trauma |tindak kekerasan
Centre ( RPTC ) dan dan perlakuan salah orang so so 50 70 70 290
Penguatan Fungsi Sosial yang menerima
rehabilitasi
psikososial (orang)
Fasilitasi Alat Bantu Jumlah alat bantu
Aksesibilitas bagi Lamgjut aksesibilitas bagi
Usia Non Potensial lansia non potensial orang 70 ° 20 so so 120
(orang)
K ilan dan |J analk
Praktek Belajar Kerja bagi terlantar peserta
Anak Terlantar (Stinmilan) |pelatihan
keterampilan dan orang o o o o 10 10 20
praktek belajar kerja
(anald)
Fasil i Pel J Anak dan
Kesegjahteraan Sosial Anak |Lanjut Usia
dan Lanjut Usia (adopsi,
anak terlantar masuk s o ° 9, 20 50 20 150
panti, PSBR., Panti lansia)
Fasilitasi alat bantu jumlah penyandang
aksesibilitas, bagi disabilitas penerima
penyandang Disabilitas alat bantu orang s 20 30 s0 s0 1ss
(dan Eks penyakit kronis -
kusta.tb paru.)
L K 3 7 anak
Sosial bagi Anak d peneri
dui panti pel (analk) orang 30 30 30 ao 40 a0 180
(SDLB)
Rehabilitasi sosial dan jumlah penyandang
medis bagi penyandang cacat dan eks
disabilitas dan eks trauma |trauma penerima
(psikotik dan pasung, rehabilitasi sosial orang 30 as 20 25 so 50 180
Iusta) dan medis (orang)
n Keber i I Kehiarga
Sosial Keluarga dengan yang memperoleh
Anak Bermasalah Sosial penyuluhan dan KK 60 o o o 60
bantuan
Fosilitasi Rehabilitas: ok
Berbasis Masyarakat (RBMH Rehabilitasi Berbais
fungsi bantuan rehab oleh |Masyarakat (RBM) orang o o o o 25 25 s0
Rehabilitasi Vokasional Jumlah peserta
Orang Dengan an alx i
(ODK) melahai UPT Loka vokasional (Orang) orang 20 10 10 10 20 20 70
Bi
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Target Capaian Setiap Tahun

Tujuan WOr Sasaran Indikator i : Kondxsx disi Kinerja
Perangkat T Perangkat Shsarsm Program gadicatar Cara Hitung Kegiatan Indikator Kegiatan Ranesa Pa £ 2016 pada Akhir
o Perangkat =50 Perangkat Program Awal Periode| iode REIMD
Daerah Daerah RPIJMD 2017 2018 2019 2020 2021
10| Petl Sosial 7 orang yang
(day care services) bagi memperoleh
tuna sosial di UPT Loka pelayanan sosial
o o 25 80 80 80 265
Bina Karya (LBK) dalam shelter (OH) PranE
Tenggarong
11|Fasilitasi dan Pemulangan | Jumlah penmmlangan
Tuna Sosial OT, eks napi, napza,
tr ing, .
PSK, ODHA dan orang 150 150 is0 12s 12s 700
masalah sosial ke
daerah asalnya
12| Fasilitasi ihitas: = 3
penderita ODHA (Orang ODHA dan NAPZA
dangan HIV AIDS) dan orang &0 o o o 25 25 so
NAPZA (Narkotika dan Zat
Adilketiv)
13| Rehabilitasi Sosial bagi Jumlah Tuna Susila
Tuna Susila (WTS) yang direhabilitasi
(Orang) orang ss9 o o o so so 100
14 ¥ Keg Tim As Tim
Koordinasi yang terfasilitasi
Masalah Sosial orang o 1s 20 20 ss
ase lah
::aea’t fisik dan ;ét fisik dan
mental, serta mental, serta
lanjut usia lansia tidak
tidak potensial | potensial yang
yang telah telah menerima
i i i sosial
jaminan sosial |dalam 1 tahun
dibagi 1ak
%% o o o o 120 120 240
dang
cacat fisik dan
mental, serta
lansia tidak
potensial yang
ya
menerima
jaminan sosial
dalam 1 (satu)
tahun x 10026
1S|Fasilitasi Pe: T J pes
Jaminan sosial bagi Jaminan sosial bagi
penyandang disabil penyand
berat dan lansia non disabilitas berat dan CIRDE o % % 9 200 290 =00
potensial lansia non potensial
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Target Capaian Setiap Tahun
2 Indikator Indikator Kondisi i L
Tujuan = Sasaran 08 disi Kinerja
Perangkat Tuguan, Perangkat SERRLE Program tnciator Cara Hitung Kegiatan Indikator Kegiatan |oneHapada 2016 pada Akhir
= Perangkat = Perangkat Program Awal Periode]| o RETAD
Daerah Daerah RPIJMD 2017 2018 2019 2020 2021
ase PMKS
Perlindungan PMKS yang yang
dan i leh oleh
Sosial bantuan sosial |bantuan sosial
untuk dalam 1 tahun
pemenuhan dibagi
kebutuhan PMKS dalam 1 % 100 100 100 100 100 100 100
dasar tahun yang
seharusnya
memperoleh
bantuan sosial x
100%
1 Jumilah Pendamping
Pr am Keluar;
H o = orang 45 45 104 104 o = 298
Penmunjang Operasional
Pendampingan Program
Pendampingan .
Program Keluarga kali - - - - 250 250 s00
Harapan
2| Fasilitasi Pertemuan Jumilah Kelompok
P K KERA PRI YRng Kelompok o o o o 30 30 60
KPM PKH mengikuti P2K2
3|Bantuan sttmulan bagi Jumilah KPM PKH
KPM yang memperoleh
bantuan stinmlan KK o o o o 100 100 200
UEP (usaha ekonomm
Produlktif)
Persentase Jumlah korban
korban bencana yang
bencana yang |seharusnya
menerima menerima
bantuan sosial |bantuan sosial
selama masa selama masa
tanggap tanggap darurat
darurat dalam 1 (satu)
tabhun dibagi
Jumlah korban
bencana yang % 100 100 100 100 100 100
seharusnya
menerima
bantuan sosial
selama masa
tanggap darurat
dim 1 th x 100%
2 lah- tcorban
masalah strategis yang bencana yang
yangkut t cepat e b jiwva 19977 2508 3000 3000 3000 31485
darurat dan kejadian huar selama masa
biasa tanggap darurat
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Target Capaian Setiap Tahun

Tui Indikator s an Indikator Kondisi Jeseae s
Perangkat Toguen Perangkat R Program ndicator Cara Hitung Kegiatan Indikator Kegiatan | Cnefapada 2016 pada Akhir
0y Perangkat = Perangkat Program Awal Periode| i
Daerah Daerah RPJIJMD 2017 2018 2019 2020 2021
s i peserta
Taruna Siaga
(TAGANA) kapasitas TAGANA orang 30 o o 30 40 40 110
6 bentukan Kamp
Siaga Bencana (KSB) Pembentukan
Kampung Siaga orang o o o 1 1 1 3
Bencana
ase il PSKS
Pemberdayaan |Potensi Perorangan yang
Sosial Sumber berperan aktiv
Kesejahteraan |dalam Kegiatan
Sosial (PSKS) |penyelenggaraan
yang berperan |Sosial dibagi
Aktiv dalam Jumilah seluruh
y aal PES Do % o o ) 20 20 20 60
n se kabupaten
Kesejahteraan |[selama 1 tahun
Sosial (%) di kali 100
Pembinaan Tenaga
Kescjahtorn Sosd is8 i i 18 o] o sS4
B 1 s orang
Kesejahteraan Sosial
1|Fasilitasi i J PSKS
Potensi Sumber perorangan yang
Kesejahteraan Sosial difasilitasi dibagi
Perorangan jumlah PSKS orang 146 o o o 30 30 60
perorangan yang ada
(PSM, Peksos, TKSK)
ase PSKS
Potensi Kelembagaan
Sumber yang
Kesejahteraan |memperoleh
Sosial (PSKS) bantuan fasilitas
Kelembagaan dalam 1 tahun
yang berperan |dibagi PSKS % 12 i i 3s 3s 7o
Aktiv dalam Kelembagaan
yel dikali
n 100%
Kesejahteraan
Sosial (26)
2| Fasilitasi b yaan LKSA yang
Lemb Kesejah
Sosial Anak (LKSA) pt 3 L b 18 14 14 14 2s 2s 92

pengelolaan LKSA
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Target Capaian Setiap Tahun

Tujuan MOr s an Indikator . 5 Kmdxs‘ : Ki sa
Perangkat Fuguan, Perangkat SEsRrE Program Indsiator Cara Hitung Kegiatan Idikator Kegiatan |}-nefapada 2016 pada Akhir
= Perangkat =5 Perangkat Program Awal Periode iode RPIMD
Daerah Daerah RPIJMD 2017 2018 2019 2020 2021
3|Fasilitasi i PUB ¥ L b
dan UGB yang memperoleh
pembinaan PUB dan Lembaga o o o o 25 25 S0
uGs
4|Fasilitas: = PSKS
PSKS Kel i lainya
(Karang taruna, LK3,
Orsos) yang
Iath fasal L b 139 o o o 40 40 80
pengembangan
Presentase Jumilah Veteran
Jumlah dan janda
Veteran dan veteran yang
janda veteran memperoleh
yang Santunan dibagi
leh lah Seluruh % 100 100 100 100 100 100 100
santunan Veteran dan
Janda Veteran
Kab. Kukar
5 3 - dan
Kesejahteraan veteran dan |janda vetaran
Janda Veteran di penerima santunan orang 178 178 178 158 125 125 764
Kabupaten Kutai (orang)
Kartanegara
Presentaas pihak pihak yang
pihak pihak terlibat dalam
e |[rmms dibag)
peleatarian nias |JU01ah pibak
ilad £ sehzl"_xsnya
kepahlawanan, |terlibat kali 100 % o o o o 100 100 100
keperintiaan, %
keaetiak awanan
dan reatoraai
Soaial
6| Penguatan Nilai-nilai peserta
Kejuangan, Keperintisan, |Kegiatan Pelestarian
Kesetiakawanan dan nilai-nilai kejuangan,
Restorasi Sosial keperintisan dan
kesetiakawanan dan Peserta 193 o o o S0 S50 100
restorasi sosial (SMP)
Lo Fakir |Jumlah fakir
iskin/ O Miski
Falir Miski Tidak i dibagi
yang total fakir % 80 85 %0 %0 20 20
tertangani miskin sesui DT-
PFM
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Target Capaian Setiap Tahun

Tui Indikator s an Indikator i Kondis: disi Ki sa
Perangkat T Perangkat Shsarsm Program gadicatar Cara Hitung Kegiatan Indikator Kegiatan Ranesa Pa £ 2016 pada Akhir
o Perangkat =50 Perangkat Program Awal Periode| iode REIMD
Daerah Daerah RPIJMD 2017 2018 2019 2020 2021
1|Fasilitasi 3! 3! )
Berusaha bagi Fakir Miskin | Fakir Miskin yang
(KUBE) memperoleh bantuan KK o o o o S0 S50 100
Stimulan
2|Fasilitasi J Fakir miskin
Non Tunsi (Rastra) yang penermma BPNT
(KK) JUMLAH kehuarga o 223443 27443 31570 24000 24000 330456
PENERIMA
3|Pengelolaan Data Fakir Jumlah dokumen
Miskin dan Orang Tidak Pengelolaan Data
Mampu Fakir Miskin dan dokumen o o o 2 2 2 6
Orang Tidak Mampu
4 2 K : petug;
Pengelola Data Fakir pengelola data yang
Miskin dan Orang Tidak mampu mengelola o o o o 237 275 275 787
Mampu data (Operator SIKS- &
NG desadan
= a
fakir miskin berbasis Perencanaan
komunitas (Rakor Kesos) anan fakir dokumen o o o 1 1 1 3
komminitas
6|fasilk 1 kerj
pendampingan sosial Kerjasama dengan
Pihak Ketiga dokumen o o o o 2s 2s S0
7| Operasional iat D 3
Unit Pelaksana Program sekretariat layanan
Bena Kampong Etam rujukan terpadu Bt i5 5 4 W5 55 5 &0
Kabupaten Kutai yang ditindak lanjuti
Kartanegara (Sekretariat (bulan)
Teknis SLRT Kab Kutai
8| Operasional Puskessos Jumlah Puskesos di
Kelurahan Kehurahan yang
mmcmperoleh bantuan | ivatan o o o aa so so 124
operasional
9|Fasilitasi lan peserta
Usaha ek ip if P
bagi Sosial wanita orang o o o S0 S0 S0 150
EL i (pelatih Sosial
bantuan) Ekononu (KK)
10| Fasil ilan pesecta
Usaha el ip i pelati
bagi Keluarga Muda keterampilan bagi Orang o o o o s0 S0 100
Mandiri (pelatihan dan KMM (KK)
bantuan KUBE)
11 i K Petugas
Petugas Kesejahteraan Pusat Kesejahteraan
Sosial Sosial yang orang 711 o o 100 1is0 1S0 400
memperoleh
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Target Capaian Setiap Tahun

Tajuan Indikator A Indikator Kondisi disi Kinerja
Perangkat P:;’:; A Perangiat p:"::‘;: % Program :d‘g_“;:: Cara Hitung Kegiatan Indikator Kegiatan !A::::?a p.a:: 2016 pada Alkchir
Dactab Daerah Daceal Daerah RPJMD 2017 2018 | 2019 | 2020 | 2021 Petiode REIMED
a=e Panti
Pembinaan Panti Sosial Sosial dalam 1
Panti Asuhan |yang (satu) tahun yang
Anak / Panti menyediakan men i
P sarana prasarana
kesos
P Y dib i
kesehatan Panti Sosial
sosial dalam 1 (satu)
tahun yang % 100 100 100 100 100 100 100
seharusnya
menyediakan
sarana prasarana
pelayanan kesos
x 100%
1|Fasilitas: Pel anak anak asuh
pada UPT Panti Sosial UPT Panti Sosial
Asuhan Anak Tenggarong |Asuhan Anak
Tenggarong penerima orang 20 20 20 20 20 20 200
pelayanan sosial
(anak)
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BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra OPD merupakan panduan dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi untuk kurun waktu Lima tahun kedepan.
Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kutai
Kartanegara kurun waktu 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan
kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta
komitmen seluruh aparatur Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menangah, Renstra perlu
dievaluasi berkala untuk menjamin bahwa target kinerja yang telah
disusun masih relevan dengan kebutuhan perkembangan permasalahan
sosial.

Renstra berisi perencanaan strategis yang bersifat operasional
dalam menterjemahkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra
nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi unit kerja di Dinas Sosial
Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun rencana kerja dan
rencana kinerja tahunan. Perencanaan strategis ini dilaksanakan
dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel, sehingga
peningkatan kinerja individu, unit kerja dan organisasi dapat tercapai.
Akhirnya semoga Dokumen Renstra ini dapat dipedomani dan dijadikan

acuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tenggarong, 11 Oktober 2021

—
WAH KA Kbpdla Dinas Sosial
> AN
upitem Kutai Kartanegara,
“\"ﬂﬁ) -
- .5
w

v

» |DINAS SOSIAL
FX < —
A4/ hamuy, sk
b \\"\.’fm, X074 Pembina Tk. 1

T ONIPL 19640409 199803 1 013
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